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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran,
sistem pengendalian internal, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah studi kasus pada satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Demak.
Peraturan Pemerintah No0.8 Tahun 2006 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan
menyajikan laporan kinerja dan laporan keuangannya. Dari 18 Dinas Kab Demak 8 diantaranya
belum membuat dan mengungkapkan LKJIP.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah
pegawai SKPD Kabupaten Demak yang berbentuk Dinas. Jumlah responden pada penelitian ini
ada 54 dengan rincian setiap SKPD diambil 3 pegawai. Penelitian ini menggunakan purposive
sampling untuk menentukan sampelnya. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan IMB
SPSS 26 dengan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari empat hipotesis diterima. Variabel sistem
pelaporan berpengaruh positif signifikan. Variabel sistem pengendalian internal berpengaruh
positif dan signifikan. Variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif
dan signifikan. Namun pada variabel kejelasan sasaran anggaran hasilnya adalah berpengaruh
negatif signifikan, hal ini berbanding terbalik dengan hipotesis yang ada. Namun secara simultan
variabel sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan
penerapan akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntantabilitas
kinerja instansi pemerintah Kabupaten Demak.

Kata kunci : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran
Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Vil



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the reporting system, clarity of budget targets, internal
control system, and the application of government accounting system on the accountability of
government agency performance case study in the local government work unit of Demak Regency.
Government Regulation No.8 of 2006 Article 2 states that in order to be accountable for the
implementation of the APBN/APBD, each reporting entity is required to compile and present its
performance reports and financial statements. Of the 18 Demak District Offices, 8 of them have
not made and disclosed LKJIP.

This research is included in quantitative research. The population and sample of this study are
employees of SKPD Demak Regency in the form of Dinas. The number of respondents in this study
was 54 with details of each SKPD taken by 3 employees. This study used purposive sampling to
determine the sample. Data processing in this study used IMB SPSS 26 with multiple linear
regression analysis.

The results of this study showed that three out of four hypotheses were accepted. Reporting system
variables have a significant positive effect. Internal control system variables have a positive and
significant effect. The variable application of the local government accounting system has a
positive and significant effect. However, on the variable of clarity of budget targets, the result is
a significant negative effect, this is inversely proportional to the existing hypothesis. However,
simultaneously the variables of the reporting system, clarity of budget targets, internal control
system, and application of government accounting have a positive and significant effect on the
accountability of the performance of Demak Regency government agencies.

Keywords: Government Agency Performance Accountability, Reporting System, Clarity of Budget
Targets, Internal Control System, Local Government Accounting System.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Otonomi daerah adalah upaya daerah untuk membuat keputusan daerahnya secara
mandiri guna mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, serta potensi
daerahnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berisi penegasan pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi. Daerah yang dapat mengelola keuangannya dengan baik bisa dikatakan mandiri.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dalam ketiga UU tersebut
menginginkan hasil berupa transparansi dan akuntabilitas dalam semua hal termasuk
pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah No0.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah Pasal 1 ayat 3 dijelaskan laporan kinerja merupakan ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Peraturan Pemerintah
No.8 Tahun 2006 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan
laporan kinerja dan laporan keuangannya. Pelaporan Kkinerja instansi pemerintah
selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran Kinerja,
pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan amanat dari Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau kebutuhan pengukuran kinerja
pemerintah terdapat pada daerah maupun pusat. Pengukuran ini dilakukan guna melihat
kinerja pemerintahan dalam tahun berjalannya. Dalam akuntabilitas Kkinerja terdapat
berbagai informasi yang dibutuhkan untuk sektor publik. Akuntabilitas publik merupakan

sebuah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,
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menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas yang sudah diamanahkan
kepada pihak yang memberikan amanah untuk meminta pertanggungjawaban tersebut?.

Saat ini akuntabilitas publik semakin diperlukan dan menjadi perhatian publik.
Penyebabanya sendiri adalah kemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Kemajuan
teknologi informasi membuat pemerintah harus menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik (good government) dan bersih (clean government) dalam penanganan pelayanan
publik. Semakin banyak kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sektor
publik, pemerintah diharapkan semakin meningkatkan pelayanan dan Kkinerjanya?.
Pemerintah daerah yang memiliki akses lebih terhadap sumber daya suatu daerah
diharapkan dapat mengelola dengan baik, supaya hasilnya dapat mensejahterkan
masyarakat.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran harus melibatkan semua unsur pelaksana
yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimulai dari penentuan program
kegiatan, belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja, target, sampai
dengan jumlah anggaran yang disiapkan, perlu perhatian serius bagi pimpinan satuan kerja
perangkat daerah beserta pelaksana program kegiatan®. Hal ini dilakukan supaya tujuan
dan rencana dapat terlaksana dengan maksimal.

Sistem pelaporan merupakan bentuk tanggungjawab pelaporan dari bawahan ke
atasan yang tujuannya memberikan informasi mengenai tindakan yang sudah diambil
dalam penggunaan anggaran kepada pihak-pihak berkepentingan. Dalam penilaian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat beberapa komponen yang dianggap
penting, termasuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian Kinerja.
Sistem pelaporan yang efektif diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja
instansi pemerintah dalam pelaksanaan anggaran yang telah disetujui.

Diperlukan sistem pelaporan yang efisien untuk memonitor kinerja manajer dalam
menjalankan anggaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
menyediakan informasi keuangan dan informasi lain yang digunakan untuk pengambilan
keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan yang dianggap baik adalah

laporan yang obyektif, transparan, layak, andal, mudah dipahami, menarik, lengkap, dan

! Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.

2 Rangkuti, M. H. B. (2018). Akuntabilitas Kinerja Di Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang). 8(2), 93-101.

3 Utami, W. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, VOL. 2 NO.(Vol. 2 No. 4 (2017): Jurnal Akuntansi & Keuangan
Unja), 56-68.
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sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan sektor publik sangat penting
karena berkontribusi pada pembentukan akuntabilitas sektor publik.

Sistem pelaporan yang baik dari suatu instansi penerintah akan menimbulkan
dampak positif terhadap akuntabilitas kinerjanya. Sistem pelaporan yang baik adalah
laporan yang dibuat dengan jujur, transaparan, objektif, dan harus sesuai dengan SAP.
Dengan sistem pelaporan yang baik pemerintah bisa mengetahui program-program
ataupun capaian yang telah dilakukan, meninjau dan menindaklanjuti apakah sudah sesuai
dengan rencana guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan
dengan jelas sesuai dengan porsinya. Hal ini agar anggaran dapat dipahami dengan baik
oleh pihak yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan anggaran tersebut. Anggaran
yang telah disetujui oleh pemerintah harus mencerminkan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai oleh anggaran tersebut. Jika anggaran tidak jelas tujuannya, dapat menimbulka
masalah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anggaran memiliki sasaran
yang jelas. Dengan cara ini, anggaran dapat memberikan manfaat yang signifikan dan juga
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di mata masyarakat.

Anggaran pemerintah daerah adalah komponen dalam pengelolaan keuangan
pemerintahan daerah yang harus mengarah pada akuntabilitas. Untuk mencapai tingkat
kinerja yang memenuhi harapan masyarakat dan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran berperan penting dalam memengaruhi
akuntabilitas kinerja. Ketidakjelasan anggaran membuat inefisiensi dan efisiensi anggaran
menjadi kurang maksimal. Hal ini dapat membuat aparat pemerintah daerah kesulitan
dalam menetapkan target-target anggaran yang harus dicapai.

Sistem pengendalian internal diperlukan bagi instansi pemerintah. Sistem
pengeloaan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel bisa dicapai dengan
menerapkan sistem pengendalian internal pada semua kegiatan yang telah tertarget.
Sehingga seluruh kegiatan diharapkan dapat terlaksana secara terarah, tertip, efisien dan
efektif. Adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan memberi kenyakinan
memadai atas seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang baik dan efisien adalah salah
kunci kesusksesan pelayanan operasional yang harus diterapkan oleh pemerintah. Sistem
ini sering disebut sistem pengendalian internal pemerintah, sistem ini diharapkan dapat
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh
pemerintah sudah terlaksana sesuai rencana dan tujuan. Dalam penyusunan laporan

keuangan pemerintah diperlukan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem
3



pengedalian internal adalah proses terstruktur yang dilakukan pegawai untuk memberikan
keyakinan yang memadai atas capaian kinerja yang dilakukan. Adanya sistem
pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada SAP jika para
SKPD melakukan sesuai dengan panduan dan aturan maka akan menghasilkan output yang
baik. Unsur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai tolok ukur pengujian dalam
penelitian ini adalah pencatatan, penggolongan dan pelaporan. Dimana jika semua unsur
tersebut dilakukan saat membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban maka akan
menghasilkan laporan yang baik. Tujuan dari penerapan sistem akuntansi pemrintah ini
agar semua SKPD tertib dalam administrasi dan pelaporan keuangannya. Penerapan sistem
akuntasni pemerintah daerah juga untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan
seperti korupsi. Adanya sistema kuntansi pemerintah juga memungkinkan adanya kegiatan
akuntansi yang selaras anatara satu instansi satu dan lainnya, hal ini memudahkan dalam
penyusunan laporan keuangan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan keuangan konsolidasi
dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD yang bertindak sebagai
konsolidator. Laporan keuanga pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL/SAK, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Kinerja pemerintah harus selalu diukur untuk mengetahui bagaimana pemerintah
melakukan tanggungjawabnya. Dalam pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur
kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja non keuangan dapat dilihat dengan menilai
sejauh mana pemerintah mencapai terget yang sudah ditentukan sejak awal dan kepuasan
masyarakat dengan pelayanan pemerintah. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melihat
laporan keuangannya disetiap akhir periode. Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah
harapan kita bersama. Pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan baik dari
publik. Masyarakat akan menaruh kepercayaan atas apa Yyang direncanakan,
diselenggarakan, diwujudkan oleh program pemerintah.

Kabupaten Demak adalah salah satu salah kabupaten di Jawa Tengah yang terletak
di sebelah Barat Kota Semarang, letaknya pada koordinat 6°43°26”-7°09°43” Lintang
Selatan dan 110°27°58”-110°48°47” Bujur Timur. Memiliki 14 kecamatan yang
membawahi 249 desa/kelurahan. Dari data BPS Kab demak tahun 2022 jumlah penduduk
Kabupaten Demak sebanyak 1.223.217 jiwa. Jarak terjauh dari Barat ke Timur sepanjang

49 km, sedangkan dari Utara ke Selatan terbentang sepanjang 41 km. Semua wilayah



kecamatan di Kabupaten Demak mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi umum

dengan mudah, terutama pusat-pusat perkembangan perekonomian daerah.

Tabel 1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020-2022

No Komponen yang dinilai Bobot Nilat
2020 2021 2022
1 Perencanaan Kinerja 30 21,46 21,62 22,08
2 Pengukuran Kinerja 25 15,49 15,99 19,41
3 Pelaporan Kinerja 15 10,97 11,39 11,42
4 Evaluasi Internal 10 5,8 6,06 16,06
5 Capaian Kinerja 20 11,23 11,34
NILAI 100 64,95 66,4 68,96
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B

Sumber : LKJIP Kab Demak Tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai akuntabilitas kinerja memang mengalami
peningkatan. Tahun 2020 akuntabilitas kinerjanya 64,95, tahun 2021 mengalami kenaikan
sebesar 1,45 dengan nilai akuntabilitas kinerjanya 66,4, dan di tahun 2020 nilainya 68, 96.
Secara umum realisasi Indikasi kinerja utama di Kabupaten Demak sudah baik tetapi belum
mecapai target.

LKJIP Kabupaten Demak tahun 2022 diperoleh hasil dari pengukuran Kkinerja
terhadap 3 tujuan daerah, 2 berpredikat sangat tinggi dan 1 berpredikat tinggi. Pengukuran
12 sasaran daerah dengan 10 sasaran daerah yang berpredikat sangat tinggi, 1 berprdikat
sedang, dan 1 berpredikat rendah. Pengukuran 21 Indikator Kinerja Utama, 16 IKU
berpredikat sangat tinggi dengan presentase 76,19%, 2 IKU berpredikat tinggi, 1
berpredikat sedang, 1 berpredikat rendah, dan 1 berpredikat sangat rendah.

Dari LKJIP Kabupaten Demak tahun 2022 masih terdapat beberapa capaian kinerja
yang masih dibawabh target dan rencana. Hasil pengukuran kinerja dari 12 sasaran daerah
dengan menggunakan 16 indikator didapati 7 indikator yang efisien sedangkan 9 indikator
belum efisien. Indikator yang belum efisien adalah Indeks Persepsi Korupsi, Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pengeluaran, Indeks Pembangunan Gender, Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Risiko Bencana, LPE pada kategori Pertanian
Kehutanan dan Perikanan, Tingkat Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Gini.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak yang belum
membuat dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

secara maksimal, sehingga capaian kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan belum
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bisa dinilai efektif dan baik oleh masyarakat dan lembaga lebih tinggi. Satuan Kerja
Pemerintah Daerah di Kabupaten Demak berjumlah 42. Dalam penelitian ini akan di
gunakan 18 SKPD yang berbentuk dinas. Dari observasi yang telah dilakukan ditemukan
hanya 10 dinas yang sudah membuat. Sedangkan 8 dinas yang belum ataupun tidak
membuat LKJIP diantaranya adalah Dinas Perpustakaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Tenaga Kerja. Dan 10 dinas yang sudah membuat LKJIP.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2019)
menemukan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian oleh Evada
Dewata,Yuliana Sari, Hadi Jauhari, Tifani Dwi Lestari (2020) menemukan bahwa secara
parsial ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Devika Diah Precelina, Eni
Wuryani (2019) menemukan bahwa Sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian oleh Devika Diah Precelina, Eni Wuryani (2019) menunjukkan bahwa
kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Penelitian oleh Zuraifa Nadila, Muhammad Ahyaruddin, Agustiawan (2021) juga
menyatakan kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Pada penelitian Helin Gustri Mulya dan Eka Fauzihard (2022) menunjukkan
hasil variabel kepatuhan terhadap regulasi memperlemah pengaruh positif variabel
kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntansi pemerintah. Penelitian oleh Rio Pratama,
Henri Agustin, dan Salma Tagwa (2019) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Padang
Pariaman.

Penelitian oleh Ajhar, Akram, Endar Pituringsih (2015) menemukan bahwa tidak
dapat membuktikan adanya pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap
variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada penelitian Dena Handayani,
Nunuy Nur Afiah, lIvan Yudianto (2020) ditemukan bahwa SPI berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja akuntabilitas pemerintah.

Penelitian oleh Esha Selvia Ayu Sella, Maslichah, Dwiyani Sudaryani (2020)
menyebutkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah secara parsial tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Dina
Karima, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti (2021) menemukan bahwa secara simultan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan

Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
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Pemerintah Daerah. Secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Pada penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi pada penerapan hasil
penelitiannya. Pembahasan mengenai variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah
yang belum banyak dibahas. Pada penelitian ini akan dibahas pengaruh variabel sistem
pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, dan penerapan
akuntansi pemerintah daerah. Penelitian ini akan menggabungkan 2 teory yaitu agency
teori dan stewardship teori.

Dari latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah penting untuk melihat seberapa jauh pemerintah melakukan tanggungjawabnya
merealisasikan setiap kegiatan dan anggran yang disusun setiap tahunnya. Hal menarik
yang dapat diperhatikan adalah capaian Kinerja Pemerintah, Pemerintah Kabupaten
Demak dinilai belum efektif dan baik oleh masyarakat serta lembaga yang lebih tinggi
karena pada beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerahnya belum membuat dan
melaporkan LKJIP. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja yang
mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peneliti mengangkat judul
“Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem pengendalian Internal,
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Studi kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Demak”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumusan masalah dalam penelitian ini, yang
dinyatakan dalam bentuk pertanyaan berikut :
1. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan Daerah?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan Daerah ?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan Daerah ?
4. Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah?



1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian
ini adalah:
1. Untuk menguji pengaruh sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan Daerah.
2. Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.
3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.
4. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.
1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:
1. Untuk penulis.
Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan yang lebih baik bagi penulis
tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk akademik.
Penelitian ini diharapkan menambah dan mejadi salah satu referensi yang berkaitan
dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk instansi pemerintah dan lainnya.
Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan tambahan wawasan bagi instansi
pemerintah dalam hal meningkatkan akuntabilitas Kinerja instansinya.
4. Untuk masyarakat atau publik.
Penelitian ini diharapkan menambah informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.
1.5.Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan,

manfaat penulisan, dan sistematika penelitian.



BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesisi dan

kerangka berfikir.
BAB |1l METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian,

metode pengumpulan data, variabel penelitian, pengukuran serta teknik analisis data.
BAB 1V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik data,

metode analisis data. Dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan penelitian, keterbatasan dan saran.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Agency teory dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1976),
menyatakan bahwa teori keagenan adalah teori ketidaksamaan kepentingan antara
principal dan agen. Agensi teori mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham
serta manajemen. Hubungan antara pemilik dan manajer pada dasarnya sulit tercipta karena
adanya kepentingan bertentangan. Menurut Jensen dan Smith (1984) agensi teori adalah
konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual principal dengan agen. Principal
merupakan pihak yang memberi kewenangan kepada agen, untuk melakukan kegiatan atas
nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Menurut Anthony dan
Govindarajan (2005), teori agensi adalah teori yang mendasari hubungan antara principal
dan agen. *

Agency teory adalah teori penggambaran hubungan agen dan prinsipal. Di dalam
penelitian ini yang berlaku sebagai agen adalah pemerintah, sedangkan principal adalah
masyarakat. Hubungan pemerintah dalam eksekutif bertindak sebagai agen, lalu
masyarakat sebagai principal dalam agency teori ini akan terjadi asimetri informasi karena
pemerintah memiliki lebih banyak informasi mengenai sumber daya yang dimiliki daerah
dalam bentuk APBN/APBD dibandingkan dengan masyarakat. Dalam hal ini akan
menimbulkan permasalahan, maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas kinerja pemerintah
yang baik. Mengemukakan LAKIP sebagai salah satu upaya mengurangi permasalahan,
karena masyarakat sebagai principal dapat melihat dan mengukur hasil kinerja Pemda.®

Dalam usaha selalu dihadapkan pada permasalahan matematis untung dan rugi.
Dalam hal ini yang harus diyakini adalah bahwa muamalah dalam islam bukan masalah
untung dan rugi namun lebih kepada menghidupkan syariat Allah dan mencari ridho Allah
seperti firmanNya.

Surat Az-Zumar 52 :

Oosia¥ o A g Al 3 &)° Hakiy 40 Gl 350 St aly & 5aeg 5]

Artinya : “Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa
yang Dia kehendaki dan membatasinya (bagi siapa yang Dia kehendaki)? Sesungguhnya
pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman”.

4 https://www.kompasiana.com/dital80599/5fc61ce18ede481026544212/teori-keagenan-agency-theory
5 Kurniawan, A.R. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
(APIP) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 1-20.
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Surat Al Anfal 27 :

0545 5 T 1 585455 0505 4001 155,55 15541 Gl gl
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Pada ayat al-qur’an diatas dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengingkari perintah
yang diberikan kepada kita. Dalam artian sesuatu yang sudah di amanatkan kepada kita
tidak boleh kita ingakar dan harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dalam agency teori
dijelaskan hubungan keagenan antara yang memberi kewenangan dan yang menjalankan
kewenangan. Pemerintah daerah seabagai pelaksana kewenangan harus menjalankan

tanggungjawabnya dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya.
2.2 Stewardship Theory

Dikatakan pada penelitian Tania Febrianti dan Indrawati (2021) menurut
Donaldsom & Devis pada tahun 1991 Stewardship theory adalah keadaan dimana para
manajer atau pelaku manajemen lebih mengutamakan kepentingan bersama ataupun
organisasi daripada kepentingan pribadi mereka. Stewardship theory didasarkan pada
filosofi mengenai sifat-sifat manusia diantaranya mampu bertindak dan bertanggungjawab,
dapat dipercaya, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik dan pihak
yang berkepentingan. Dalam teori ini didasarkan pada kepuasan dan kesuksesan untuk
mencapai tujuan oragnisasi. Teori ini cocok untuk diterpakan pada organisasi sektor publik

dan pemerintahan.

Stewardship theory menekankan kepercayaan publik, transparansi dan
akuntabilitas dalam organisasi pemerintah®. Pemerintahan harus bertindak sebagai
pengelola sumber daya publik dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat harus dengan
mempertimbangkan kepentingan jangka panjang publik (Bozeman dan Rainey, 2000).
Penerapan stewardship theory dalam organisasi pemerintah membantu memastikan
organisasi pemerintah bertindak secara bertanggungjawab kepada publik’. Seorang
pemimpin organisasi pemerintah harus bertindak sebagai pelayan, menempatkan
kepentingan publik di atas kepentingan pribadinya, serta melibatkan masyarakat dalam

pengambilan keputusan.

® Nuzul Azmi, F., Yaya, R., & Tumirin. (2023). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerahdi Masa
Pandemi Covid-19(Studi Empiris Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Manajerial, 10(2).
"Nuzul Azmi, F., Yaya, R., & Tumirin. (2023). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerahdi Masa
Pandemi Covid-19(Studi Empiris Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Manajerial, 10(2).
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Implikasi dari Stewardship theory adalah menjelaskan keberadaan Pemerintah
Daerah sebagai pihak yang bisa dipercaya, melaksanakan tugas dan tanggungjawab
dengan baik, meningkatkan pelayanan publik. Akuntabilitas dan Stewardship memiliki arti

yang sama Yaitu pertanggungjawaban.
2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua aktivitas
yang telah dilakukan. Dalam konteks pemetintahan akuntabilitas dapat dikatakan
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kinerja
merupakan hasil yang diperoleh atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam periode
tertentu. Kinerja juga dapat dikatan sebagai gambaran tingkat capaian dari
pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan organisasi.
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan aktivitas yang
menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah®.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam Inpres nomor 7
tahun 1999, menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan
pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi, dalam rangka mengelola
sumber daya yang diberikan, dalam mencapai tujuan, melalui media berupa laporan
akuntabilitas kinerja secara periodik. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran dari kegiatan
yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang sudah terukur. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program, kegiatan yang telah
diperikan para pemangku kepentingan, dalam mencapai misi dan tujuan organisasi
secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja

instansi pemerintah yang disusun periodik®.

8 Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
% Kurniawan, A.R. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
(APIP) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 1-20.
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Gambar 2. 1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemanfaatan
Informasi

L

Perencanaan
Strategis

1

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Sumber : https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014

Tabel 2.1 Bobot Penilaian Komponen Evaluasi AKIP

No

Komponen

Bobot

Sub komponen

Perencanaan Kinerja

30%

Rencana  Strategis/ Renstra (10%),

Rencana Kinerja Tahunan/ RKT (20%)

Pengukuran Kinerja

25%

Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas
(12,5%),
pengukuran (7,5%)

Pengukuran Implementasi

Pelaporan kinerja

15%

Pemenuhan pelaporan (3%), Kualitas
pelaporan (7,5%), Pemanfaatan pelaporan

(4,5%)

Evaluasi internal

10%

Pemenuhan evaluasi (2%), Kualitas

evaluasi (5%), Pemanfaatan hasil evaluasi
(3%)

Capaian kinerja

20%

Kinerja yang dilaporkan (output) (5%),
Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%),

Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Sumber : https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014
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Tabel 2 1Kategori Nilai dan Interpretasi Evaluasi AKIP

No Kategori Nilai Interpretasi

1. AA >90 - 100 Sangat memuaskan
2. A >80 — 90 Memuaskan

3. BB >70 - 80 Sangat baik

4. B >60 — 70 Baik

5. CC >50 — 60 Cukup

6. C >30 — 50 Kurang

7. D 0-30 Sangat kurang

Sumber : www.menpam.go.id

2.3.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut islam

2.3.3

Akuntabilitas dalam kata lain adalah pertanggungjawaban, dalam islam
akuntabilitas tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat (principal) tetapi kepada
Allah SWT. Akuntabilitas dalam perspektif islam memandang bahwa semua
manusia harus mempertanggungjawabkan semua hal yang telah dilakukannya
kepada allah. Dalam surah At-Taha ayat 6 :

G 3G g i s g ) i s el Lkl L3 Al

Artinya : “Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa
yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah”.

Allah merupakan pencipta dari semua yang ada di alam semesta, apa yang
Kita perbuat dan lakukan semua dalam pandangan Allah. Bahkan saat Kita sekeras
apapun menyembunyikan sesuatu allah akan mengetahui itu. Maka dari itu para
pejabat pemerintah harus melaporkan apapun yang telah diperbuatnya dengan jujur
dan apa adanya. Pemerintah sebagai agen yang diberi weweanang oleh masyarakat
untuk menjalankan tujuan bagi kesejahteraan bersama harus dijalankan dengan
sebaik mungkin. Pemerintah sebagai orang yang diberi tanggungjawab harus
melakukan tugasnya dengan sepehuh hati dan sesuai dengan aturan yang ada.
Ketepatan waktu dan menjalankan dengan benar. Dalam menjalankan
tanggungjawabnya harus sesuai undang-undnag yang berlaku.
Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Berikut ini adalah indikator dalam untuk mengukur akuntabilitas kinerja
pemerintah menurut Frika Dinasari, 2021 :
1) Perencanaan Kinerja.
Proses penyusunan rencana kinerja yang telah dijabarkan dalam rencana
strategis, yang berisi sasaran dan program yang akan dilakukan dalam satu
periode tahunan.
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2) Pengukuran Kinerja.
Suatu yang dilakukan untuk mengukur suatu aktivitas dalam rentan nilai
yang ada dalam perusahaan.

3) Pelaporan Kinerja.
Ikhtisar yang didalamnya menjelaskan hasil kinerja sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam waktu tertentu.

4) Evaluasi Kinerja.
Mereview hasil kinerja dari suatu pegawai, dalam hal ini pemimpin menilai
dan menentukan prestasi kerja bawahannya dalam melakukan
tanggungjawabnya.

5) Capaian Kinerja.
Suatu proses untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan yang sudah
ditetapkan.

2.4 Sistem Pelaporan

2.4.1 Pengertian Sistem Pelaporan

Sistem berasal dari bahasa Yunani “Sytema” artinya kesatuan, seluruh
bagian yang memiliki hubungan satu sama lain. Sistem adalah kumpulan elemen
yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Pelaporan
atau laporan adalah hal yang selalu berkaitan dengan keuangan. Pelaporan
keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan disusun oleh pihak terkait
untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Sistem pelaporan
adalah suatu bentuk tanggungjawab pelaporan dari bawahan ke atasan yang
bertujuan memberikan informasi mengenai tindakan yang telah diambil dalam
penggunaan anggaran kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Sistem pelaporan kinerja merupakan perwujud kewajiban atau akuntabilitas
untuk  melaporkan  semua  aktivitas sumber daya yang harus
dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan keuangan pemerintah yang baik tercipta
jika laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
dan juga persyaratan pelaporan keuangan menurut organisasi sektor publik. Dalam
pelaksanaan anggaran yang sudah dibuat terdapat proses yang jelas mulai dari
perencaannya, pelaksaan, pemantauan, dan pengendalian manajerialnya. Laporan
keuangan yang baik harus dibuat dengan sebenar-benarnya, bersifat jujur, objektif
dan transaparan. Instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem

akuntabilitas kinerja, kemudian menyampaiakn pelaporannya adalah instansi
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pemerintah pusat. Penanggung jawabnya adalah pejabat yang fungsional

bertanggungjawab melayani administrasi masing-masing instansi.

2.4.2 Indikator Sistem Pelaporan

Untuk mengukur sistem pelaporan diperlukan indikator. Berikut ini

indikator Sistem Pelaporan di adopsi dari Edipson Bayer Silalahi (2017) :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kesesuaian terhadapa Peraturan yang berlaku.

Dalam setiap kegiatan, pengambilan keputusan harus sesuai dengan
peraturan yang belaku. Peraturan seperti Undang-Undang, peraturan
pemerintah daerah tertulis maupun tidak menjadi acuan dalam menjalankan
kegiatan

Rencana Strategis.

Dokumen yang berisi aturan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun.

Perjanjian Kinerja.

Pernyataan berupa komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas
dan terukur dalam 1 tahun dengan mempertimbangkan SDM.

Pengukuran Kinerja.

Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pencapaian Sasaran, sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja.

Pengelolaan Data Kinerja.

Aktifitas yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan
data kinerja.

Pelaporan Kinerja.

Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja setiap
Unit Kerja.

2.4.3 Hubungan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat

beberapa komponen yang dianggap penting seperti perencanaan, pengukuran,

pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja. Sistem pelaporan yang efektif

diperlukan untuk memantau dan mengendalikan Kinerja instansi pemerintah dalam

pelaksanaan anggaran yang telah disetujui.

Diperlukan sistem pelaporan yang efisien untuk mengawasi kinerja manajer

dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki tanggung
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jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan
keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang memiliki
kepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), laporan yang dapat dianggap baik adalah
laporan yang dibuat dengan keadaan yang sebenarnya, obyektif, dan transparan.
Laporan keuangan dalam sektor publik memiliki peranan penting karena
berkontribusi pada pembentukan akuntabilitas sektor publik. Informasi keuangan
yang ada dalam laporan tersebut menjadi dasar untuk pengambilan keputusan.
Karakteristik yang menjadikan suatu laporan dianggap baik adalah kelayakan,
keandalan, kemudahan pemahaman, menarik, verifikasi yang memungkinkan,
netralitas, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Sistem Pelaporan menurut Perspektif Islam

Surah al-An’am, ayat 52 :

I T L P T U I oL T T D E IS (R R\ P
O Slile WWaga s & s i il 5 800all 2805 (e (pdll a5k Y g
wuﬁggﬁggw@&mwu};wwe@m

Artinya : “Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru
Tuhannya pada pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridaan-
Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap
perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun
terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau (berhak) mengusir
mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim”.

Menyajikan suatu laporan harus sesuai dengan aturan yang sudah
berlaku dan tepat waktu. Semua yang di laporkan harus sesuai dengan yang
terjadi dilapangan. Seorang begawai yang diberi tugas oleh atasnnya harus
dilakukan dengan benar dan sunggugan. Dengan sistem pelaporan sesuai
dengan kebijakan yang ada, maka kita akan mendpatakan keridaan dari
allah.

Surah An-Nisa, ayat 58 :

& G G R 195 T ) ) 1355 5 sl A &y
s G S 5 R s 517 sl 1355

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat .
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An-nisa ayat 58 menjelaskan tentang amanah. Dalam konteks sistem
pelaporan kita harus amanah. Amanah adalah sesuatu yang dapat
dipercaya. Sebagai pegawai pemerintah yang diberi amanah oleh rakyat
kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab. Sistem pelaporan yang amanah sebagai pengendali dan
pemantau Kinerja dari para pegawai dalam menjalankan anggaran yang

telah ditetapkan.
2.5 Kejelasan Sasaran Anggaran

2.5.1 Anggaran

Anggaran adalah pernyataan berkaitan dengan estimais kinerja yang akan
dicapai dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial'®. Anggaran
dalam sektor publik memberi andil dalam akuntabilitas, anggaran publik digunakan
sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai dan infromasi perencanaan keuangan.
Anggaran publik harus diinfromasikan kepada publik sebagai bentuk
pertanggungjawaban untuk semua yang telah dialokasikan.

Adanya anggaran berdampak baik dan buruk bagi suatu individu. Dampak
buruk dari suatu anggaran untuk individu adalah saat proses perencanaan anggaran
dapat terjadi hal yang menyimpang dari tujuan awal, kesenjangan, bahkan
penyelewengan anggaran. Hal ini bisa menjadi bentuk penilaian untuk menilai
kinerja pegawai. Kinerja pegawai dikatakan baik ketika mereka bertanggungjawab
dan melakukan semua pengaggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dengan
menyertakan bukti berupa laporan.

2.5.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran itu
ditetapkan secara spesifik dan jelas tujuannya supaya mudah dimengerti oleh orang
yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggran tersebut (Munawar,
2006). Maka dari itu sasaran anggaran harus dibuat dengan jelas, nyata, spesifik
dan mudah dipahami oleh orang yang bertanggungjawab menyusun
danmelaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah
harus bisa diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah

organisasinya dimasa mendatang yang tertuang dalam visi misinya.

10 Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sktor Publik. Yogyakarta:Andi. Hal 75.
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2.5.3

254

Kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah erat kaitannya dengan
pengelolaan keuangan daerah. APBD pada dasarnya memuat arah dan kebijkan
umum berkaitan dengan infromasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai suatu
daerah pada masa depan dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan merupakan arah
dan sasaran adalah batasan. Dalam rangka mengevaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah diperlukan kejelasan sasaran anggaran. Adanya anggaran yang
jelas sasarannya diharapkan akan mempermudah dalam mengidentifikasi
kegagalan dan keberhasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dirancang sejak awal.,
karena didalamnya menggambarkan sasaran kinerja yang jelas. Hal ini diperlukan
untuk mendorong para pegawai melakukan tugas dengan maksimal untuk mecapai
tujuan yang diinginkan.

Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Indikator kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian Frika Dinasari
(2021), yaitu :

1) Pusat tanggung jawab.

Unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung

jawab untuk kegiatan dan hasilnya. Dalam pertanggungjawaban akuntansi

pendapatan dan biaya informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh
pusat-pusat tanggung jawab.
2) Perencanaan.

Penjelasan rencana yang terperinci mengenai pemasukan dan pembiayaan

organisasi, supaya pembelanjaan yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik
3) Bidang kegiatan.
4) Prioritas dan Realisasi Anggaran.

Prioritas adalah sesuatu yang diutamakan. Dalam menyusun anggaran harus

memperhatikan skala prioritas yang paling penting dan urgent.

Realisasi anggaran merupakan kegiatan melaksanakan anggaran yang telah

ditetapkan, meliputi kegiatan analisis dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran telah
ditetapkan dengan jelas sesuai dengan yang spesifik, supaya anggaran bisa
dipahami dengan baik oleh pihak yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan

anggaran tersebut. Anggaran yang sudah disetujui oleh pemerintah seharusnya
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2.5.5

mencerminkan dengan tepat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh anggaran
tersebut. Jika anggaran tidak menggambarkan tujuan yang jelas maka akan ada
masalah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anggaran memiliki
sasaran yang jelas. Anggaran yang jelas dapat memberikan manfaat yang signifikan
dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

Anggaran pemerintah daerah merupakan komponen dalam pengelolaan
keuangan pemerintahan daerah yang harus berorientasi pada akuntabilitas.
Anggaran daerah harus dibuat dan diinformasikan hasilnya kepada publik untuk
mencapai tingkat kinerja yang memenuhi harapan publik dan memastikan adanya
akuntabilitas kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran memiliki peran
penting dalam memengaruhi akuntabilitas kinerja. Dalam penyusunan anggaran
akan terlihat individu tersebut membuat rencana anggaran sesuai dengan aturan
atau melakukan penyelewengan. Pegawai yang sudah sesuai dengan aturan dapat
dikatakan memiliki kinerja yang baik.

Salah satu faktor yang menyebabkan inefisiensi dan efisiensi anggaran yang
kurang optimal adalah ketidakjelasan tujuan anggaran. Hal ini dapat membuat
aparat pemerintah daerah kesulitan dalam menetapkan target-target anggaran yang
harus dicapai., anggaran sangat penting dalam pengelolaan sumber daya tersebut
secara efisien dan efektif.

Kejelasan Sasaran Anggaran menurut Perspektif Islam
Al-Nisa, ayat 94 :

A Al a1 50588 50 5 Al s 8 0 130 3l (0 g
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di
jalan Allah, bertabayunlah (carilah kejelasan) dan janganlah kamu mengatakan
kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, “Kamu bukan seorang
mukmin,” (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda
kehidupan dunia karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan
kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”.

Pada ayat di atas dijelaskan tentang kejelasan. Dalam hal ini kejelasan
adalah tabayun. Mencari kejelasan dalam hal ini berupa informasi yang sebenar-
benarnya dan valid. Informasi harus diperoleh dari sumber yang benar dan saat

menggambil keputusan tidak boleh tergesa-gesa. Maka dari itu dalam proses
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penyusunan anggaran oleh instansi pemerintah harus jelas sasarannya, membagi

dalam skala prioritas dari yang paling penting.
2.6 Sistem Pengendalian Internal
2.6.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur
yang membatasi dan memandu kegiatan dalam pemrosesan data keuangan dengan
tujuan untuk mencegah atau mendeteksi penipuan. Sistem pengendalian intern
adalah suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen yang bertujuan
untuk memberikan keyakinan tentang keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasit’.

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses integral dari
tindakan dan kegiatan yang dilakukan anggota organisasi pemerintahan guna
memberi kepercayaan dalam pencapaian tujuan organisasi. Penerapan sistem
pengendalian internal lembaga pemerintah bertujuan memberikan kepercayaan
yang memadai terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi tujuan
penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset
negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.6.2 Indikator Sitem Pengendalian Internal
Ada 5 indikator sistem pengendalian internal menurut Ni Made Sudiarianti (2015),

yaitu :

1) Penilaian Risiko.
Proses yang diloakukan instansi dan bagian integral dari proses pengelolaan risiko
dalam pengambilan keputusan, indentifikasi, analisi, evaluasi.

2) Lingkungan Pengendalian.
Seluruh komitmen, etika, nilai perusahaan, perilaku, kepedulian, dan langkah-
langkah dari semua individu dalam suatu instansi/perusahaan.

3) Informasi dan Komunikasi.
Sebagai salah satu komponen penting dalam pengendalian internal adanya
informasi dan komunikasi penting adanya untuk membentuk kebijakan, analisis
risiko, serta pengawasan.

4) Kegiatan pengendalian.

1 Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
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Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan
pelaksanaan kebijakan prosedur untuk memastikan b ahwa tindakan yang
dilakukan sudah efektif.
5) Pemantauan.
Pemantauan bertjuan untuk memastikan semua aktivitas di dalam pengendalian
internal berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan membantu manajemen
perusahaan dapat melakukan indentifikasi suatu hal untuk menentukan tindakan
yang efektif untuk mencapai tujuan.
2.6.3 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Sistem pengendalian internal yang baik dan efisien adalah salah satu kunci
kesusksesan pelayanan operasional yang harus diterapkan oleh pemerintah. Sistem
ini sering disebut sistem pengendalian internal pemerintah, sistem ini diharapkan
dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilakukan
oleh pemerintah sudah terlaksana sesuai rencana dan tujuan. Dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah diperlukan sistem pengendalian internal yang baik.
Sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel bisa
dicapai dengan menerapkan sistem pengendalian internal pada semua kegiatan
yang telah tertarget. Sehingga seluruh kegiatan diharpkan dapat terlaksana secara
terarah, tertip, efisien dan efektif. Sistem pengedalian internal adalah proses
integral yang dilakukan oleh pegawai untuk memberi keyakinan yang cukup atas
capaian kinerja yang dilakukan. Adanya sistem pengendalian internal untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
2.6.4 Sistem Pengendalian Internal menurut Perspektif Islam
Al Mujadilah, ayat 7 :
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Artinya : “Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang
ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara
tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali
Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia
bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa
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yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu .

Dalam al-mujadilah ayat 7 berkisah tentang dimana allah mengetahui
apapun yang ada dimuka bumi walapun itu dirahasiakan antar manusia. Allah
mengawasi apapun tindakan manusia dengan seksama. Maka dari itu adanya sistem
pengendalian internal dalam instansi pemerintah ini perlu untuk keberlangsungan
kinerja yang baik. Sistem pengendalian dalam kata lain adalah pengawasa.
Pengawasan harus dilakukan supaya para pegawai bekerja sesuai dengan peraturan
dan tidak seenaknya. Pegawai harus takut jika akan melakukan kecurangan karena

allah selalu mengawasi mereka.
2.7 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah
2.7.1 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian prosedur manual dan
terkomputerisasi dari pengumpulan, penyusunan data, sampai pelaporan keuangan
dan operasional keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah
menunjukkan serangkaian proses akuntansi, mulai dari proses mengidentifikasi
transaksi keuangan, menyimpan di jurnal, memposting buku besar, mengedit
neraca, menyiapkan dokumen kerja konsolidasi, dan menyiapkan laporan
keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan keuangan
konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang
juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Tujuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah adalah menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan,
menilai akuntabilitas Kinerja dari entitas pelapor terhadap sumber daya yang
dikelolanya. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran,

2) Laporan Perubahan SAL/SAK,
3) Neraca,

4) Laporan Operasional,

5) Laporan Perubahan Ekuitas,

6) Laporan Arus Kas,

7) Catatan atas Laporan Keuangan.
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Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan alat digunakan
untuk menerapkan prinsip akuntansi yang ditentukan dalam SAP dan kebijakan
akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari sistem akuntansi SKPD,
sistem akuntansi PPKD, bagan akun standar. Sistem akuntansi SKPD mencakup
teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,
pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta
penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

Sistem akuntansi PPKD adalah entitas akuntansi yang dijalankan oleh
fungsi akuntansi di SKPD yang mencatat transaksi-transaksi level Pemda sebagai
pelaksanaan dari DPA PPKD, PPKD juga melakukan konsolidasi laporan
keuangan. Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait
transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman
dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan
pemerintah.

2.7.2 Indikator Sistem Akuntansi Pemerintah
Dalam pelaksanaannya pemerintah mengacu pada SAP dalam penyusunan
dan penyajian laporan untuk menciptakan transparansi keuangan pemerintah dan
akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Indikator sistem akuntansi
pemerintah oleh Rosiana (2021), yaitu :
1) Pencatatan.
Proses awal dalam akuntansi, tahap dimulainya siklus akuntansi seperti
pencatatan transaksi, pembukuan, sampai menjadi sebuah laporan keuangan.
2) Penggolongan.
Dalam akuntansi pengelompokan akun yang digunakan berdasarkan jenis
atau Kklasifikasinya.
3) Pelaporan.
Penyampaian semua informasi keuangan yang telah dibuat dengan sebaik dan
sebenar-benarnya, biasanya berupa laporan keuangan.
2.7.3 Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada SAP
(Standar Akuntasi Pemerintah) jika para SKPD melakukan sesuai dengan panduan
dan aturan maka akan menghasilkan output yang baik. Unsur dalam sistem

akuntansi pemerintah daerah sebagai tolok ukur pengujian dalam penelitian ini
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adalah pencatatan, penggolongan dan pelaporan. Dimana jika semua unsur tersebut
dilakukan saat membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban maka akan
menghasilkan laporan yang baik. Tujuan dari penerapan sistem akuntansi
pemrintah ini agar semua SKPD tertib dalam administrasi dan pelaporan
keuangannya. Penerapan sistem akuntasni pemerintah daerah juga untuk
mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan seperti korupsi. Adanya sistema
kuntansi pemerintah juga memungkinkan adanya kegiatan akuntansi yang selaras
anatara satu instansi satu dan lainnya, hal ini memudahkan dalam penyusunan
laporan keuangan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi daerah.
2.7.4 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah menurut Perspektif Islam
Al Bagarah 282 :
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri
tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,
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lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu‘amalahmu itu), kecuali jika
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak
ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila
kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika
kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan
pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu .

Dalam membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan pemerintah harus
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan sistem akuntansi daerah
salah satu yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan
keuangannya, agar laporan yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam
membuat laporan harus bisa membertanggungjawabkan hasilnya, kebenaran dan
keadilan harus menjadi landasan dari setiap apa yang di tulis oleh pemerintah dalam

laporan keuangnnya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 2 Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Variabel Variabel Hasil
Independen Dependent

1 Desiana | Pengaruh Anggaran Akuntabilitas e Anggaran
Wardani, Anggaran berbasis Kinerja instansi Berbasis Kinerja
Dewi Silvia. | Berbasis Kinerja | kinerja. pemerintah. berpengaruh

dan  Kejelasan | Kejelasan positif dan
Sasaran sasaran signifikan
Anggaran anggran. terhadap
Terhadap akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja instansi
Kinerja Instansi pemerintah.
Pemerintah Pada e Kejelasan
Lembaga Sasaran
Pemjamin Mutu Anggaran
Pendidikan berpengaruh
Provinsi positif dan
Lampung. signifikan
terhadap
akuntabilitas
Kinerja instansi
pemerintah.

2. | Yogi lIsnanto, | Pengaruh Kejelasan Akuntabilitas e Kejelasan
Suharno, Kejelasan sasaran Kinerja instansi sasaran anggran
Bambang Sasaran anggaran, pemerintah. berpengaruh
Widarno. Anggaran, pengendalian positif dan
(2019). Pendalian akuntansi, signifikan

Akuntansi  dan | sistem terhadap
sistem pelaporan | pelaporan. akuntabilitas
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terhadap
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah.

Kinerja instansi
pemerintah.

e Pengendalian
akuntansi
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
akuntabilitas
Kinerja instansi
pemerintah.

e Sistem
pelaporan
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
akuntabilitas
Kinerja instansi
pemerintah.

dan

dan

Dena Pengaruh Sistem | Sistem Akuntabilitas | Sistem Pengendalian
Handayani, Pengendalian Pengendalian | Kinerja Intern, Pemanfaatan
Nunuy  Nur | Intern, Intern, Instansi Teknologi Informasi,
Afiah, Ivan | Pemanfaatan Pemanfaatan Pemerintah. dan Komitmen
Yudianto Teknologi Teknologi Organisasi
(2020) Informasi, dan | Informasi, dan berpengaruh  positif
Komitmen Komitmen dan signifikan
Organisasi Organisasi terhadap
terhadap akuntabilitas kinerja
Kinerja instansi pemerintah.
Akuntabilitas
Pemerintah
Evada Ketaatan pada | Ketaatan pada | Akuntabilitas | Ketaatan pada
Dewata. Peraturan Peraturan Kinerja peraturan
Yuliana Sari. | Perundangan, Perundangan, | Instansi perundangan dan
Hadi Jauhari. | Sistem Sistem Pemerintah. sistem pelaporan
Tifani  Dwi | Pelaporan  dan | Pelaporan. berpengaruh positif
Lestari. Akuntabilitas signifikan terhadap
(2020). Kinerja Instansi akuntabilitas kinerja
Pemerintah instansi pemerintah.
Winda Pengaruh Penerapan Akuntabilitas | Penerapan  Sistem
Muslimahi, Penerapan Sistem Kinerja Akuntansi
Taufeni Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah, Sistem
Taufik  dan | Akuntansi Pemerintah, Pemerintah Pelaporan, Ketaatan
Rusli (2023) | Pemerintah, Sistem pada Peraturan
Sistem Pelaporan, Perundang-
Pelaporan, Ketaatan pada Undangan
Ketaatan pada | Peraturan berpengaruh positif
Peraturan Perundang- signifikan terhadap
Perundang- Undangan akuntabilitas kinerja
Undangan instansi pemerintah.
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Terhadap
Akuntabilitas
Kinerja Instansi

Pemerintah
Daerah.
Ajhar, Akram, | Faktor-Faktor Sumber Daya | Kesiapan Sistem Pengendalian
Endar Yang Manusia Penerapan SAP | Intern (SPI),
Pituringsih. Mempengaruhi | (SDM), Sistem | Berbasis teknologi informasi
(2015) Kesiapan Pengendalian | Akrual (KPSA) | (TI) tidak
Penerapan SAP | Intern  (SPI), | dan berbengaruh
Berbasis Akrual | dan Teknologi | Akuntabilitas | terhadap
Dan Informasi (T1). | Kinerja Akuntabilitas
Akuntabilitas Instansi Kinerja Instansi
Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah.
Pemerintah (AKIP)
(Studi  Empiris
Pada Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Dompu)
Pandu Pengaruh Sistem | Sistem Akuntabilitas | Sistem Pengendalian
Haryando, Pengendalian Pengendalian | kinerja instansi | Intern, Sistem
Ratih Tri | Intern, Intern, Sistem | pemerintah. Pelaporan, Teknologi
Andayani Pelaporan, Pelaporan, Informasi
(2023) Teknologi Teknologi berpengaruh  positif
Informasi Informasi dan signifikan
terhadap terhadap
Akuntabilitas akuntabilitas kinerja
kinerja instansi instansi pemerintah.
pemerintah.
Riska Dwi | Kejelasan Kejelasan Akuntabilitas e Kejelasan
Fitriana, Nur | Sasaran, Sasaran, Kinerja instansi Sasaran
Hidayati, M. | Anggaran Anggaran pemerintah. Anggaran
Cholid Pengendalian Pengendalian berpengaruh
Mawardi. Akuntansi, Akuntansi, positif dan
(2018) Sistem Sistem signifikan
Pelaporan Pelaporan. terhadap
terhadap akuntabilitas

Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Situbondo

Kinerja instansi
pemerintah.

e Pengendalian
Akuntansi
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
akuntabilitas
Kinerja instansi
pemerintah.

e Sistem
Pelaporan
berpengaruh

dan
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positif dan
signifikan
terhadap
akuntabilitas
Kinerja instansi

pemerintah.

9 | Dina Karima, | Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Penerapan Sistem
Maslichah, Penerapan Sistem Kinerja Akuntansi
Dwiyani Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah
Sudaryanti. Akuntansi Pemerintah Pemerintah Daerah,

(2021) Pemerintah Daerah, Daerah. Pemahaman
Daerah, Pemahaman Akuntansi
Pemahaman Akuntansi, berpengaruh
Akuntansi, Ketaatan Pada positif  terhadap
Ketaatan Pada | Peraturan Akuntabilitas
Peraturan Perundangan. Kinerja Instansi
Perundangan Pemerintah
terhadap Daerah.
Akuntabilitas Ketaatan  Pada
Kinerja Instansi Peraturan
Pemerintah Perundangan
Daerah  (Pada tidak
Satuan Kerja berpengaruh.
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Sampang)

10 | Rio Pratama, | Pengaruh Pengendalian | Akuntabilitas Pengendalian
Henri Pengendalian Akuntansi, Kinerja akuntansi dan
Agustin, Akuntansi, Sistem Instansi sistem pelaporan
Salma Tagwa. | Sistem Pelaporan, Pemerintah berpengaruh
(2019) Pelaporan Kejelasan terhadap

Dan Kejelasan | Sasaran akuntabilitas
Sasaran Anggaran. Kinerja instansi
Anggaran pemerintah.
Terhadap Kejelasan sasaran

Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah.

anggaran tidak
berpengaruh
terhadap
akuntabilitas
Kinerja instansi
pemerintah.

Pada penelitian terdahulu masih terdapat inkosistensi pada penerapan variabelnya,

hasil penelitiannya masih menunjukkan ada yang berpengaruh positif dan negatif. Pembeda

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam objeknya yang diteliti, pada

penelitian sebelumnya belum ada yang membahas Pemerintahan Kabupaten Demak.

Pembahasan variabel Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah masih jarang

29




digunakan. Peneliti terdahulu juga menyebutkan masih banyak kekurangan yang harus
diperbaiki oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu agency teori dan
stewardship teori sedangkan pada penelitian terdahulu rata-rata masih menggunakan satu

teori saja.
2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
daerah.

Sistem pelaporan kinerja merupakan perwujud kewajiban atau akuntabilitas
untuk melaporkan semua aktivitas sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan.
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program
kegiatan yang telah diperikan para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai
misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan yang baik adalah laporan yang dibuat dengan jujur,
transaparan, objektif, dan harus sesuai dengan SAP. Sistem pelaporan yang baik
diperlukan untuk mengontrol kinerja manajerial dalam mengatur anggaran yang telah
ditetapkan dan rencana kerja yang telah dilakukan. Dengan sistem pelaporan yang baik
pemerintah bisa mengetahui program-program ataupun capaian yang telah dilakukan,
meninjau dan menindaklanjuti apakah sudah sesuai dengan rencana guna
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

Stewardship theory menjelaskan bahwa pemerintah lebih mementingkan
kepentingan organisasi dari pada individu, teori ini memperkirakan adanya hubungan
kuat antara kesuksesan organisasi dalam mencapai visi misi dan kepuasan publik.
Dalam hal ini pemerintah sebagai Steward yang berusaha mencapai tujuan organisasi,
maka dengan sistem pelaporan yang baik pemerintah membuktikan bahwa mereka
telah melakukan kegiatan dan melaporkan semua anggaran yang dilakukan dengan
baik.

Suatu sistem pelaporan yang baik dan benar dapat menjadikan laporan
akuntabilitas instansi pemerintah semakin baik. Karena sistem pelaporan yang sesuai
dengan ketentuan membuktikan bahwa akuntabilitas kinerjanya baik. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2019)
menemukan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian oleh Evada
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Dewata.Yuliana Sari.Hadi Jauhari. Tifani Dwi Lestari (2020) menemukan bahwa
secara parsial ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh
positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dapat diberikan dalam
penelitian ini adalah:

H1 : sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah daerah.

2.9.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan daerah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran itu ditetapkan
secara spesifik dan jelas tujuannya supaya mudah dimengerti oleh orang yang
bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Akuntabilitas Kinerja
adalah perwujudan kewajiban  suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program
kegiatan yang telah diperikan para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai
misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan Kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran berkaitan dengan anggaran yang sudah ditetapkan
oleh pusat yang harus dialokasikan secara jelas dan transparan. Sasaran anggaran yang
jelas dan spesifik akan mudah dimengerti oleh yang bertanggungjawab menyusun dan
melaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan yang akan dilakukan pemerintah harus bisa
diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasinya dimasa
yang akan datang tertuang dalam visi misinya.

Stewardship theory menjelaskan bahwa pemerintah lebih mementingkan
kepentingan organisasi dari pada individu, teori ini memperkirakan adanya hubungan
kuat antara kesuksesan kepuasan organisasi yang memaksismalkan visi misi.
Hubungannya dengan kejelasan sasaran anggaran adalah sasaran yang jelas dan
spesifik bisa mendorong pemerintah untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai
tujuan yang dikehendaki guna mensejahterakan masyarakat dengan program-program
yang sudah dibuat.

Penelitian oleh Devika Diah Precelina, Eni Wuryani (2019) menunjukkan
bahwa kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Kinerja instansi
pemerintah. Penelitian oleh Zuraifa Nadila, Muhammad Ahyaruddin, Agustiawan
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(2021) juga menyatakan kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dapat diberikan dalam
penelitian ini adalah:

H2 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah daerah.

2.9.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan daerah.

Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang
membatasi, memandu kegiatan dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan
mencegah atau mendeteksi penipuan. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan
kewajiban  suatu instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah diperikan
para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi
secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
instansi pemerintah.

Sistem pengendalian intern membantu dalam proses pengendalian yang
dilakukan dalam suatu kerja instansi. Sistem pengendalian intern yang baik akan
menjadi indikasi bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah sudah dilakukan dengan
maskimal sesuai dengan ketentuan. Hubungan agency teory dimana masyarakat adalah
agennya dan pemerintah sebagai principal. Masyarakat memberikan wewenang
kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika sistem
pengendalian internalnya bagus maka akan didapati laporan keuangan yang andal dan
terpecaya. Laporan keuangan yang baik membuktikan bahwa para pegawai
pemerintah daerah melakukan tugas dengan semestinya. Dalam penelitian ini agency
teory dimana masyarakat adalah pricipal dan pemerintah sebagai agen. Masyarakat
memberikan wewenang kepada pemerintah unutk melaksanakan tugasnya dengan
baik.

Pada penelitian Dena Handayani, Nunuy Nur Afiah, lvan Yudianto (2020)
ditemukan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Dan pada penelitian Pandu Haryando dan Ratih Tri
Andayani (2023) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh

positif dan siginifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
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Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dapat diberikan dalam
penelitian ini adalah:
H3 : sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

Kinerja instansi pemerintah daerah.

2.9.4  Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan alat digunakan untuk
menerapkan prinsip akuntansi yang ditentukan dalam SAP dan kebijakan akuntansi.
Sistem akuntansi pemerintah daerah menunjukkan serangkaian proses akuntansi,
mulai dari proses mengidentifikasi transaksi keuangan, menyimpan di jurnal,
memposting buku besar, mengedit neraca, menyiapkan dokumen kerja konsolidasi,
dan menyiapkan laporan keuangan. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan
kewajiban  suatu instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah diperikan
para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi
secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
instansi pemerintah.

Sesuai dengan agency teory penerapan sistem akuntansi pemerintah pemerintah
yang baik akan menimbulkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan aturan. Dalam hal
ini pemerintah sebagai agen dan masyarakat atau pemerintah pusat adalah principalnya
yang memberikan wewenang. Kepatuhan pada penerapan sistem akuntansi pemerintah
akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan jelas.

Penelitian oleh Dina Karima, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti (2021)
menemukan bahwa secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah.Sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan
akan menimbulkan hasil yang sesuai dan baik, maka dari itu akuntabilitas kinerjanya
juga akan baik. Lalu pada penelitian oleh Winda Muslimahi, Taufeni Taufik dan Rusli
(2023) menemukan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh posti terhadap
akuntabilitas kinejra instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dapat diberikan dalam
penelitian ini adalah:

H4 : sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah daerah.
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2.10 Peta Konsep

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Penelitian

Ve

.

Sistem Pelaporan (X1)

N

4 )
Kejelasan Sasaran
Anggaran (X2)

. J

( )
Sistem Pengendalian
Internal (X3)

. J/
4 )
Penerapan Sistem
Akuntansi Pemerintah

(X4)
. J

H2

H3

H4

H1

Akuntabilitas  Kinerja
Instansi Pemerintah ()

34



BAB I
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam
mengumpulkan data dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan, mendemonstrasikan,
mengembangkan dan menemukan pengetahuan, teori, memahami, memecahkan dan
memprediksi masalah tema kehidupan manusia 2. Metode penelitian ada 2 jenis yaitu
metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif lebih sering digunakan
daripada metode kualitatif.

Penelitan ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan
metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka dari mulai proses
pengumpulan data sampai penafsirannya. Kuantitatif adalah metode penelitian di dasarkan
pada data konkrit, data penelitiannya berupa angka dengan statistik sebagai alat
penghitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu
kesimpulan. Deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan sesuatu yang sudah dipelajari,
kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang telah diamati menggunakan angka-
angka.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi dari suatu hal yang diperoleh dengan berbagai
cara seperti observasi, wawancara, dan mengisi angket. Data yang diperoleh kemudian
diolah lagi agar hasilnya dapat dinikmati dengan baik. Data yang diperoleh merupakan
fakta bukan suatu pemikiran ataupun perkiraan. Dalam penelitian ini menggunakan data
primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden biasanya
berupa hasil wawancara, observasi, dan kuesioner. Data dalam penelitian ini diperoleh dari

angket atau kuesioner yang diberikan kepada responden yang telah ditentukan.
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi
Populasi adalah kumpulan seluruh elemen sejenis namun dapat dibedakan
satu dengan yang lain, yang menjadi pembeda adalah nilai karakteristik yang

berlainan. Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintah yang berbentuk

12 Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D. Bandung: Alfabeta.
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Dinas di Kabupaten Demak. Jumlah SKPD di Kabupaten Demak adalah 42, yang
berbentuk dinas ada 18. Kabupaten Demak dipilih sebagai populasi dalam
penelitian ini karena terdapat beberapa SKPD yang belum membuat LKJIP. Dari
18 Dinas hanya 10 yang membuat LKJIP dan 8 belum membuat LKJIP.

3.3.2Sampel dan teknik pengambilan sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-ciri
dan keberadaannya dapat mewakili populasi yang sebenarnya. Supaya diperoleh
distribusi nilai pengukuran yang normal maka jumlah responden untuk sebuah uji

kuesioner dengan uji reabilitas dan uji validitas yaitu minimal 30 responden 3.

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel non probability
sampling dengan teknik purposive sampling. Non probability sampling merupakan
metode pengambilan sampel yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah peluang.
Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu
14 Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana sampel yang
diambil berdasarkan penilaian yang pasti mengenai populasi secara keseluruhan.

Dalam hal ini diambil sampel yang paling mewakili dari suatu organisasi.

Berdasarkan populasi diatas ditentukan sampel sebanyak 18 SKPD yang
berbentuk Dinas di Kabupaten Demak, kemudian diambil 3 pegawai setiap
instansinya. Setiap kantor SKPD diambil 1 Kepala Dinas, 1 Kepala bagian
Keuangan, serta 1 Kepala bagian Perencanaan. Jumlah sampelnya 18 SKPDx3
orang pegawai =54 responden. Kepala Dinas dipilih sebagai responden karena
semua hal yang akan dilakukan di dalam instansi harus atas persetujuan kepala
dinas. Kepala bagian keuangan dipilih karena dalam semua kegiatan yang telah
direncanakan pasti terdapat biaya yang harus dikeluarkan, jadi sebagai kepala
bagian keuangan tahu seberpa banyak biasaya yang keluar dan kemudian
dilaporkan secara rinci. Kepala bagian perncanaan dan pelaporan dipilih sebagai
responden karena dalam hal ini mengetahui sejauh mana perencaan program dan

pelaporan dilakukan.

13 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D. Bandung: Alfabeta.
14 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D. Bandung: Alfabeta.
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Tabel 3. 1 Jumlah Sampel

Responden
Jumlah
Kepal | Kepala Kepala
No Nama SKPD a Bagian Bagian S}|11ePrD
Dinas | Keuanga | Perncanaan
n
1 Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan 1 1 1 3
2 Dinas Pertanian Dan Pangan 1 1 1 3
3 Dinas Perumahan Dan Pemukiman 1 1 1 3
4| Dinas PU dan Tata ruang 1 1 1 3
5 | Dinas Kesehatan 1 1 1 3
6 | Dinas Pariwisata 1 1 1 3
" | Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 3
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 1 1 1 3
Sipil
9 | Dinas Perhubungan 1 1 1
10 | Dinas Perdagangan Dan Koperasi 1 1 1
11 Dinas Penanaman Modal,Perizinan 1 1 1 3
Terpadu Satu Pintu
12| binas Komunikasi dan Informatika 1 1 1
13 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1
14| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 1 1 1 3
Dan Perlindungan Anak
15 | binas Kepemudaan Dan Olahraga 1 1 1 3
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan 1 1 1 3
Desa,Pengendalian Penduduk dan KB
17| Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian 1 1 1 3
18 | Dinas Kelautan Dan Perikanan 1 1 1 3
JUMLAH 54

Sumber : Data primer, 2023

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah atribut atau nilai dari suatu orang, obyek, organisasi,

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya °. Dalam penelitian ini ada dua macam

variabel, yaitu dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) dan independen

15 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D. Bandung: Alfabeta.
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(sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, penerapan

sistem akuntansi pemerintah).

Tabel 3. 2 Variabel Penelitian

VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL | INDIKATOR
Akuntabilitas Kinerja | Akuntabilitas publik | Indikator Akuntabilitas
Instansi  Pemerintah | merupakan kewajiban pihak | Kinerja Instansi
Y) pemegang amanah untuk | Pemerintah:
memberikan 1) Perencanaan
pertanggungjawaban, Kinerja.
menyajikan, melaporkan, dan 2) Pengukuran Kinerja.
mengungkapkan semua 3) Pelaporan Kinerja.
aktivitas tanggungjawabnya 4) Evaluasi Kinerja.

kepada pihak pemberi amanah
yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut
(Mardiasmo, 2002).

5)

Capaian Kinerja.

Frika Dinasari (2021)

Sistem Pelaporan (X1)

Sistem  pelaporan  adalah
laporan yang menggambarkan
pertanggungjawaban dari
bawahan kepada atasan.
Sistem pelaporan yang baik
dibuat supaya bisa memantau
dan mengendalikan Kkinerja

manajerial dalam
menjalankan anggaran yang
telah ditetapkan

(Abdullah,2005).

Sistem pelaporan memiliki
indikator yaitu :

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Edipson
(2017)

Kesesuaian
Terhadapa Peraturan
yang berlaku.
Rencana Strategis.
Perjanjian Kinerja.
Pengukuran Kinerja.

Pengelolaan  Data
Kinerja.
Pelaporan Kinerja.

Bayer Silalahi

Kejelasan Sasaran

Anggaran (X2)

Kejelasan sasaran anggaran
adalah sejauh mana tujuan
anggaran tersebut ditetapkan
secara spesifik dan jelas
tujuannya supaya mudah
dimengerti oleh orang yang
bertanggungjawab atas
pencapaian sasaran anggran
tersebut (Munawar, 2006).

Indikator dalam kejelasan
sasaran anggran yaitu :

1)

2)
3)
4)

Pusat
jawab.
Perencanaan.
Bidang kegiatan.
Prioritas dan
Realisasi Anggaran.

tanggung

Frika Dinasari (2021)

Sistem  Pengendalian
Intern (X3)

Sistem pengendalian intern
merupakan  proses  yang
dijalankan dewan komisaris,
manajemen, maupun personel
lain yang bertujuan untuk
memberikan keyakinan
tentang keandalan pelaporan
keuangan, kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang
berlaku,  efektifitas dan

Ada

5 indikator

pengendalian internal yaitu :

1)

2)
3)

4)

5)

Lingkungan
Pengendalian.
Penilaian Risiko.
Kegiatan
pengendalian.
Informasi dan
Komunikasi.
Pemantauan.
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efisiensi
2002).

operasi (Mulyadi,

Ni Made Sudiarianti (2015).

Penerapan Sistem
Akuntansi Pemerintah
Daerah (X4)

Sistem akuntansi pemerintah
daerah adalah
Sistem akuntansi dari proses

pencatatn, penggolongan,
penafsiran, peringkasan
transaksi  serta  pelaporan
keuangan dalam  rangka
pelaksanaan anggaran

pendapatan belanja ( Erlina
Rasdianto, 2013).

Indikator sistem akuntansi
pemerintah yaitu :

1) Pencatatan.

2) Penggolongan.

3) Pelaporan.
Rosiana (2021)

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner

sendiri adalah seperangkangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden, yang

kemudian akan dijawab oleh responden.

3.5.1

Kuesioner adalah alat atau teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah
pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada responden. Dalam penelitian ini
digunakan kuesioner tertutup, dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan dan

jawabannya yang harus diisi oleh responden sesuai dengan keadaanya. Berikut adalah

Kuesioner

tabel nilai dari jawaban :

Tabel 3. 3 Skor Jawaban

No | Alternatif Jawaban Skor
1. | Sangat Setuju 4
2. | Setuju 3
3. | Tidak Setuju 2
4. | Sangat Tidak Setuju 1

3.6 Uji Instrumen

Pengujuan instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan reabilitas

instrumen dalam kuesioner yang digunakan, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan

data. Dalam uji Instrumen terdapat uji validitas dan uji reabilitas.




3.6.1 Uji Validitas
Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur valid atau
tidaknya sebuah kuesioner sebelum di berikan kepada responden?®. Uji validitas
diikur menggunakan spss. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur bisa
mengukur apa yang ingin diukur. Kuesioner dikatakan valid jika butir pernyataan
dalam kuesioner tersebut bisa mengungkapkan sesuatu yang akan diukur'’. Uji
validitas kuesioner memiliki kriteria apabila rhitung > ranet dengan nilai Signifikansi
degree of fredom (df)= n-2 maka dinyatakan valid. Namun jika rnitung < Ftabet Mmaka
dinyatakan tidak valid 8.
3.6.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kereabelan suatu jawaban dari
koesioner. Kriteria uji reabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach’s alpha yaitu suatu
variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha>0,60. Instrumen
yang menghasilkan ukuran konsisten dalam waktu berbeda meskipun digunakan
secara berulang maka dapat diindikasikan instrumen tersebut sudah memenuhi

syarat reabilitas °.
3.7 Uji Asumsi Klasik

3.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan menguji apakah model regresi variabel
dependen dan variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau
mendekati normal. Distribusi yang normal akan memebentuk garis lurus diagonal,
ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Dasar pengambilan
keputusan untuk uji normalitas data ini adalah jika data menyebar disekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas begitu sebaliknya 2°. Dapat dikatakan  normal apabila nilai
probabilitasnya > 0,05.

16 |stiariani, 1. (2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP
(studi Kasus pada Auditor BKPK Jateng). Jurnal Pemikiran Islam, 2(2), 2772-2785.
17 Ghozali, Imam. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
18 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D. Bandung: Alfabeta.
19 Istiariani, 1. (2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP
(studi Kasus pada Auditor BKPK Jateng). Jurnal Pemikiran Islam, 2(2), 2772-2785.
20 Ghozali, Imam. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
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3.9.2 Uji Multikoloniearitas

Uji multikoloniearitas memiliki tujuan untuk melihat apakah antara variabel
independen saling berkorelasi atau tidak. Model regresi yang baik harusnya tidak
terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling
berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal
merupakan variabel yang nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama
dengan nol?L,

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance
inflation factor). Jika nilai VIF > 1 dan < 10 sedangkan toleransinya < 1 maka
model regresi tidak mengandung multikolinieritas.

Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:
e Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.

e Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas.

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
menghasilkan ketimpangan varian dari satu residu ke residu lainnya antara variabel
bebas (independen). Cara menentukan adanya heteroskedastisitas dapat dilihat
dengan melakukan teknik uji glejser. Jika koefisien parameter variabel independen
atau nilai signifikansinya > 0,05, tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi,

tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi 22.
3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Analisis Regresi Berganda
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda,
dengan menggunakan komputer melalui SPSS. Menurut Sugiyono, 2015
Persamaan yang digunakan adalah :
Y=za+B1lX1+B2X2+B3X3+P4X4+e
Keterangan :
Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
a = Konstanta.

X1 = Sistem Pelaporan.

21 Ghozali, Imam. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
22 Ghozali, Imam. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
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X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran.

X3 = Sistem Pengendalian Internal.

X4 = Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
B1, 2, B3, B4 = Koefisien Regresi.

€ = error.

382Uji T
Uji t untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen secara
individu mempengaruhi variabel dependen. Kriteria uji t adalah jika nilai thitung >
traer  dan nilai signifikasi < 0,05, maka dapat dikatakan variabel independen
mempengaruhi variabel dependen atau di terima?. Berikut adalah cara menghitung

ttabel -
Traver =1 (&/2;”-5-1)
a : koefisien
n : jumlah sampel
3.83Uji F

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara
bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dalam uji F yang
menjadi acuannya adalah nilai signifikansinya, dimana nilai signifikansi jika < 0,05
maka hipotesis diterima. Dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak?*.
berikut cara menghitung Frapel :

Fabel =T (K;n-k)

3.8.4 Uji Koefisien Determinan (R?)

Uji koefisien determinan digunakan untuk mengetahui seberapa besar
presentase pengaruh antara variabel independen pada variabel dependen ditandai
dengan nilai adjusted R-Square. Jika nilai R? kecil maka dapat dikatakan bahwa
variabel —variabel independen dalam mempengaruhi dan menjelasakan variabel
dependen sangat terbatas. Namun sebaliknya jika nilai R? tinggi atau mendekati 1
maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen dapat menjelaskan

dengan baik.

23 Ghozali, Imam. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
24 Ghozali, Imam. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Kabupaten Demak

Demak dulunya adalah wilayah dibawah kekuasaan Kerajaan
Majapahit, dimana rata-rata masyarakatnya beragama islam. Setelah
runtuhnya kerjaan Majapahit banyak daerah bawahannya yang mendirikan
kerajaan sendiri. Sejarah Demka tidak lepas dari pemerintahan terakhir
kerajaan Majapahit yakni Prabu Brawijaya V atau lebih dikenal Prabu

Kertabumi.

Sultan pertama dari Kerajaan Demak adalah Raden Fatah. Raden
Fatah adalah Putra Prabu Kertabumi dan Putri Cempa. Saat dewasa Raden
Fatah berguru pada Sunan Ampel dan menikah dengan putri Sunan Ampel
Nyai Ageng Maloka. Raden Fatah bermukim di Glagah wangi atau Bintoro
dan menyiarkan agama islam. Setelah berjalannya waktu Bintoro semakin
berkembang bukan hanya sebagai pusat penyiaran agama islam, namun juga
pusat militer, politik, perdagangan, dan pengembangan budaya Islam

Indonesia. Dan Raden Fatah diangkat mnejadi eorang Adipati Notopraja.

Kerjaan Majapahit mulai mengalami kemunduran diwarnai dengan
munculnya pertengkaran antara keturunannya Dinasti Singosari dengan
Kediri. Girindra Wardana Dyah Rama Wijaya Putri Bhre Pandan Salas
menyerang keraton Majapahit, dalam penyerangan ini Prabu Kertabumi
gugur dalam perang. Kemudian Raden Fatah mengirimkan pasukan balasan
yang dipimpin oleh Pangeran Kudus dan mengalahkan Kerajaan Majapahit.
Dengan dukungan Walisongo dan para penguasa setempat Raden Fatah
dinobatkan menjadi sultan Demak pertama. Gelar Raden Fatah adalah
Senopati Jimbun Ngabdul Rahman Panembahan Palembang Sayidin
Panatagama. Demak memperluas kekuasaanya ke barat yakni Cirebon. Tahun
1512 Masehi ekspedisi militer dikirimkan ke Malaka untuk memerangi
penjajahan Portugis. Budaya islam semakin berkembang adanya paduan

unsur budaya dan tradisi pra islam dengan islam sangat menarik?>.

2> https://demakkab.go.id/sejarah/demak
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Pada tahun 1521 sampai 1546 Kerajaan Demak mengalami puncak
kejayaan di bawah kekuasaan Sultan Trenggono. Namun setelah kematian
Sultan Trenggono tahun 1546 akibat terbunuh saat penyerangan di Kerajaan
Blambangan Situbondo, muncul perebutan kekuasaan kerajaan. Dan setelah
itu kerjaan Demak mengalami banyak konflik baik internal maupun eksternal.
Dan pada tahun 1556 Raja dari kerajaan Pajang Adipati Hadiwijaya
mengalahkan kerajaan demak dan menjadikan Demak wilayah kekuasaan
Kesultanan Pajang.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Demak
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Demak

Demak merupakan salah satu Kabupaten di Jawa tengah yang
letaknya ada pada 6°4326" - 7°09'43" LS dan 110°27'58" - 110°48'47" BT,
letaknya juga dekat dengan Kota Semarang yaitu sekitar 25 km di sebelah
timur. Demak berada di rute 1 jalan Nasional ( Pantura) yang menghubungkan
Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi. Luas wilayah Kabupaten Demak
kurang lebih 1.149,07 km?, terdiri dari 897,43 km? daratan dan 252,34 km?
lautan. Panjang pantai 34,1 km yang dimiliki Kabupaten Demak yang
terbentang di 13 desa yaitu desa Bedono, Sriwulan, Timbulsloko, Surodadi (
Kecamatan Sayung), Tambak Bulusan (Karangtengah), Morodemak,
Purworejo, Betahwalang (Kecamatan Bonang), Desa Wedung,

Berahankulon, Berahanwetan, Wedung dan Babalan (Kecamatan Wedung)?.

26 https://demakkab.go.id/publikasi/pemerintahan
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Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamtan dan 249 desa/kelurahan.

Dalam menjalankan pemerintahannya Kabupaten Demak membawahi 42

OPD/SKPD vyang terdiri dari sekretariat daerah, badan, dinas, kantor,

kecamatan.

Tabel 4. 1 Daftar SKPD Kabupaten Demak

No NAMA SKPD ALAMAT

1 Sekretariat Daerah JI. Kyai Singkil No 7

2 Sekretariat DPRD JI. Sultan Trenggono

3 Inspektorat JI.Kyai Mugni Nomor 1016

4 Badan Perencanaan Pembangunan, JL.Kyai Jebat No.30 Bintoro Demak
Penelitian, Dan Pengenbangan Daerah

5 Badan Kepegawaian Pendidikan JL.Raya Buyaran Demak No.65A
Pelatihan

6 Badan Pengelolaan Keuangan, JI. Kyai Jebat No 881A
Pendapatan, Dan Aset Daerah

7 BPBD JI. Bayangkara baru No 1

8 Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan JI. Sultan Fatah No.67
Dinas Pertanian Dan Pangan JI.Sultan Hadiwijaya No.8

10 | Dinas Perumahan Dan Pemukiman JI. Kyai Jebat No.35

11| Dinas PU dan Tata ruang JI. Kyai Jebat N0.35

12| binas Kesehatan JI. Sultan Hadiwijaya No.44 Demak

13| Dinas Pariwisata JI. Sultan Fatah, No.53 Demak

141 Dinas Lingkungan Hidup JI. Bayangkara baru No1l

15 | pinas Kependudukan Dan Pencatatan | JI.Kyai Mugni No.10
Sipil

16 | pinas Perhubungan JI. Sultan Trenggono No.16

17| Dinas Perdagangan Dan Koperasi JI. Kyai Mugni No.10

18 | binas Penanaman Modal, Perizinan JI. Kyai Jebat N0.36
Terpadu Satu Pintu

19 Dinas Komunikasi dan Informatika JI.Sultan Hadiwijaya No.4

20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan JI.Sltan Trenggono No.89

21 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan | JI.Kyai Singkil No.42
Dan Perlindungan Anak

22

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

JI.Hadi Wijaya No.45
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23

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa,Pengendalian Penduduk dan KB

JI.Kyai Jebat No.30

24

Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian

JI. Kyai Mugni No.16

25

Dinas Kelautan Dan Perikanan

Jl.sultan Hadi wijaya No0.35

26

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

JI.Kyai Jebat No.30

27

SATPOL PP

JI.Kyai Jebat No0.30

28

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

JI.Kyai Turmudzi No.1

29

Kecamatan Demak

JI. Sultan Fatah No.16

30

Kecamatan Karangtengah

JI. Raya Buyaran No.31

31

Kecamatan Sayung

JI. Raya sayung Km. 10

32

Kecamatan Bonang

JI. Raya Demak Moro

33

Kecamatan Wedung

JI. Raya Ngawen No44A

34

Kecamatan Mijen

JI. Raya Mijen No.59

35

Kecamatan Wonosalam

JI. Raya Demak—Purwodadi Km 5

36

Kecamatan Dempet

JI. Raya Dempet No0.25

37

Kecamatan Gajah

JI. Raya Gajah No.45

38

Kecamatan Karanganyar

JI. Raya Demak- Kudus Km 17

39

Kecamatan Kebonagung

JI. Raya Semarang-Purwodadi Km
36

40

Kecamatan Guntur

JI. Guntur Raya

41

Kecamatan Karangawen

JI. Raya Karangawen Mranggen

42

Kecamatan Mranggen

JI. Raya Mranggen No.172

Sumber : https://demakkab.go.id/publikasi/pemerintahan

4.2 Karakteristik Responden

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menyebar sejumlah kuesioner

kepada pegawai di SKPD yang berbentuk Dinas di Kabupaten Demak.
Penelitian dilakukan pada 20 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024.

Kriteria respondennya adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan, dan

Staf yang berkompeten dalam bidang keuangan.
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Tabel 4. 2 Daftar Responden

Kuesioner Kuesioner
No Nama SKPD Disebar Kembali
1 Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan 3 3
2 Dinas Pertanian Dan Pangan 3 3
3 Dinas Perumahan Dan Pemukiman 3 3
4| Dinas PU dan Tata ruang 3 3
5 Dinas Kesehatan 3 3
6 Dinas Pariwisata 3 3
” | Dinas Lingkungan Hidup 3 3
8 Dinas Kependudukan Dan 3 3
Pencatatan Sipil
9 Dinas Perhubungan
10| pinas Perdagangan Dan Koperasi
11 | Dinas  Penanaman Modal, 3 3
Perizinan Terpadu Satu Pintu
12 | Dinas  Komunikasi  dan 3 3
Informatika
13 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 3
14 | Dinas  Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan 3 3
Anak
15| Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 3 3
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa, Pengendalian Penduduk 3 3
dan KB
17 Dinas Tenaga Kerja 3 3
Dan Perindustrian
18 | Dinas Kelautan Dan Perikanan 3 3
JUMLAH 54 54

Dari tabel 4.2 diatas jumlah kuesioner yang disebar ke 18 dinas

sejumlah 54 berhasil kembali semua. Hal ini menunjukkan bahwa semua

responden melakukan pengisian.
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4.2.2 Jenis Kelamin

Tabel 4. 3 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Jumlah Presentase
Laki-laki 21 39%
Perempuan 33 61%
Jumlah 54 100%

Sumber : Data Primer, 2024

4.2.3

Dari data karakteristik responden tabel 4.3 berdasarkan jenis
kelamin responden pada SKPD Kabupaten Demak diperoleh hasil
responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah 21 responden atau 39%,
sedangkan responden berjenis kelamin perempuan 33 atau 61%. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada SKPD berbentuk dinas di

Kabupaten Demak didominasi perempuan yaitu 61%.

Umur
Tabel 4. 4 Umur Responden
Umur Jumlah Presentase
20-30 28 52%
31-40 13 25%
41-50 10 18%
>50 3 5%
Jumlah 54 100%

Sumber : Data Primer, 2024

Dari data karakteristik responden tabel 4.4 berdasarkan umur
responden pada SKPD Kabupaten Demak diperoleh hasil responden yang
berumur 20-30 tahun berjumlah 28 responden atau 52%, responden
berumur 31-40 berjumlah 13 atau 24%, responden berumur 41-50
berjumlah 10 atau 18%, responden berumur >50 berjumlah 3 atau 5%. Jadi
dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada SKPD berbentuk
dinas di Kabupaten Demak didominasi oleh pegawai berumur 20-30 yaitu
52%.
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4.2.4

Pendidikan Terakhir
Tabel 4.5 Pendidikan Terakhir Responden
Pendidikan Terakhir Jumlah Presentase
D3 5 10%
Sl 49 90%
Jumlah 54 100%

Sumber : Data Primer, 2024

425

Dari data karakteristik responden tabel 4.5 berdasarkan pendidikan
terakhir responden pada SKPD Kabupaten Demak diperoleh hasil
responden yang pendidikan terakhirnya D3 berjumlah 5 responden atau
10%, dan responden yang pendidikan terakhirnya S1 berjumlah 49 atau
90%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada SKPD
berbentuk dinas di Kabupaten Demak didominasi oleh pegawai dengan

pendidikan terkahir S1 yaitu 90%.
Masa Jabatan

Tabel 4. 5 Masa Jabatan Responden

Masa Jabatan Jumlah Presentase
<1 2 4%
1-3 15 28%
>3 37 69%
Jumlah 54 100%

Sumber : Data Primer, 2024

Dari data karakteristik responden tabel 4.6 berdasarkan masa
jabatan responden pada SKPD Kabupaten Demak diperoleh hasil
responden yang masa jabatannya <1 tahun berjumlah 2 responden atau 4%,
1-3 tahun berjumlah 15 atau 28%,

responden dengan masa jabatan >3 tahun berjumlah 37 atau 69%. Jadi dapat

responden dengan masa jabatan
disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada SKPD berbentuk dinas di

Kabupaten Demak didominasi oleh pegawai yang masa jabatannya >3
tahun yaitu 69%.
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4.3 Uji Instrumen

4.3.1 Uji Validitas

Pada penelitian dilakukan uji validitas terlebih dahulu sebelum

kuesioner disebar. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui

valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila

pernyataan atau pertanyan di dalamnya mampu mengungkapkan yang akan

di ukur. Untuk mengambil kesimpulan dalam uji validitas dapat rnitung

dengan rtanel, dimana jika rmitung > rtabel maka instrumen yang ada kuesioner

dikatakan valid, begitu pula sebaliknya.

Uji validitas dapat diukur dengan df (degree of fredom) dengan

rumus (df)= n-2, dimana n adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini

sampelnya adalah 54 responden, (df)= 54-2= 52 tarif signifikasinya adalah
0,05 atau 5%. Maka runel adalah sebesar 0,2681.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas

VALIDITAS KETERANGAN
VARIABEL PEXNALA R R
Tabel | Hitung
Sistem Pelaporan (X1) | X1.1 0,2681 | 0.793 VALID
X1.2 0,2681 | 0.631 VALID
X1.3 0,2681 | 0.722 VALID
X1.4 0,2681 | 0.636 VALID
X1.5 0,2681 | 0.680 VALID
X1.6 0,2681 | 0.813 VALID
Kejelasan Sasaran | X2.1 0,2681 | 0.508 VALID
Anggaran (X2)
X2.2 0,2681 | 0.558 VALID
X2.3 0,2681 | 0.666 VALID
X2.4 0,2681 | 0.644 VALID
X2.5 0,2681 | 0.726 VALID
Sistem  Pengendalian | X3.1 0,2681 | 0.519 VALID
Internal (X3)
X3.2 0,2681 | 0.622 VALID
X3.3 0,2681 | 0.570 VALID
X3.4 0,2681 | 0.725 VALID
X3.5 0,2681 | 0.693 VALID
X3.6 0,2681 | 0.591 VALID
X3.7 0,2681 | 0.500 VALID
Penerapan Sistem | X4.1 0,2681 |0.824 VALID
Akuntansi Pemerintah
Daerah (X4)
X4.2 0,2681 | 0.929 VALID
X4.3 0,2681 | 0.816 VALID
X4.4 0,2681 | 0.905 VALID
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X4.5 0,2681 | 0.837 VALID
X4.6 0,2681 | 0.946 VALID
Akuntabilitas Kinerja | Y1 0,2681 | 0.720 VALID
Instansi Pemerintah
(Y)
Y2 0,2681 | 0.790 VALID
Y3 0,2681 | 0.703 VALID
Y4 0,2681 | 0.695 VALID
Y5 0,2681 | 0.806 VALID
Y6 0,2681 | 0.705 VALID

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan uji validitas pada tabel 4.7 di atas hasil validitas untuk
variabel Sistem Pelaporan (X1) dengan 6 instrumen pernyataan, variabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) dengan 5 instrumen pernyataan, variabel
Sistem Pengendalian Intern (X3) dengan 7 instrumen pernyataan, variabel
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) memiliki 6 instrumen
pernyataan, variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (YY) dengan 6
instrumen pernyataan terlihat bahwa semua instrumen pernyataannya valid

karena nilainya di atas rapel.

4.3.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah isntrumen penelitian
reabel atau handal. Untuk mengambil keputusan dalam uji reliabilitas adalah dari
nilai cronbach’s alpha yaitu suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan
nilai cronbach alpha > 0,60. Maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut

reliabel atu konsisten.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

VARIABEL CRONBACH’S ALPHA |N OF | KETERANGAN
ITEMS

Sistem Pelaporan (X1) | 0.806 6 RELIABEL

Kejelasan Sasaran | 0.605 5 RELIABEL

Anggaran (X2)

Sistem  Pengendalian | 0.707 7 RELIABEL

Internal (X3)

Penerapan Sistem | 0.939 6 RELIABEL

Akuntansi  Pemerintah

Daerah (X4)

Akuntabilitas  Kinerja | 0.831 6 RELIABEL

Instansi Pemerintah (YY)

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024
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Berdasarkan uji reliabilitas pada tabel 4.8 di atas nilai cronbach’s alpha dari
variabel Sistem Pelaporan (X1) sebesar 0,806>0,60. Variabel Kejelasan Sasaran
Anggaran (X2) sebesar 0.655>0,60. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X3)
sebesar 0.707>0,60, variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4)
sebesar 0.939>0,60, variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar

0.831>0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen reliabel.
4.4 Uji asumsi Klasik

4.3.1  Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi
normal atau tidak. Dasar pengambilan uji normalitas adalah Normality
Probability Plot, apabila titik-titik terdistribusi normal akan memebentuk garis

lurus diagonal, ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

MNormal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10

Expected Cum Prob

oo 02 04 06 0.8 1.0

Observed Cum Prob

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Dari gambar 4.1 hasil uji normalitas di atas titik-titik atau plot mengikuti
garasi diagonal yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.
Selain dengan Normality Probability Plot untuk memperoleh hasil yang lebih valid
dapat menggunakan teknik uji sampel Kolmogrof-Smirnov. normal apabila nilai

probabilitasnya > 0,05.
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Tabel 4. 8 Hasil Uji Sampel Kolmogorof-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 54
Normal Parameters®® | Mean .0000000
Std. Deviation 1.00378418
Most Extreme Absolute .060
Differences Positive .057
Negative -.060
Test Statistic .060
Asymp. Sig. (2-tailed) .200°
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Dapat dilihat dari tabel 4.9 hasil uji sampel Kologorof-Smirnov, dimana

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 atau 5% dikatakan data teretribusi dengan

normal. Pada tabel di atas nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0.200 > 0,05, maka

data di atas terdistribusi normal.
4.3.2 Uji Multikoloniearitas

variabel independen saling berkorelasi atau tidak.

Uji multikoloniearitas memiliki tujuan untuk melihat apakah antara

multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikoloniearitas

Coefficients?

Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
1 (Constant)
Sistem Pelaporan 429 2.329
Kejelasan Sasaran Anggaran .649 1.540
Sistem Pengendalian Internal .641 1.560
Penerapan Sistem Akuntansi 391 2.557
Pemerintah

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Pengujian

Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas.
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Regression Studentized Residual

Berdasarakn hasil uji Multikoloniearitas pada tabel di atas, dapat
dilihat bahwa nilai Sistem Pelaporan (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran
(X2), Sistem Pengendalian Intern (X3), Penerapan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah (X4) memiliki nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Maka
dapat disimpulkan data tidak memiliki gejala multikoliniearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi menghasilkan ketimpangan varian dari satu residu ke residu lainnya
antara variabel bebas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada

sumbu Y maka dapat dikatakan tidak terjadi gejalas heteroskedastisitas.

Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Dari gambar 4.2 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa
titik-titik menyebar di atas dan bawah sumbu Y dan tidak membuat pola
tertentu, maka dapat dikatakan data tidak memiliki gejala
heteroskedastisitas. Cara menentukan adanya heteroskedastisitas dapat
dilihat dengan melakukan teknik uji glejser. Jika koefisien parameter
variabel independen atau nilai signifikansinya > 0,05, tidak ada

heteroskedastisitas dalam model regresi.
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Tabel 4. 10 Hasil Uji Glejser

Coefficients?

Standardize
Unstandardized d
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 574 1.163 494 .624
Sistem Pelaporan -.066 .064 -.222| -1.030 .308
Kejelasan Sasaran .020 .057 .061 .348 729
Anggaran
Sistem Pengendalian .034 .052 117 .665 .509
Internal
Penerapan Sistem .019 .056 .077 .343 .733
Akuntansi Pemerintah

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Berdasarakn hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.11 di atas,

dapat dilihat bahwa Sistem Pelaporan (X1) memiliki nilai sig 0,308>0,05,

Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) memiliki nilai sig 0,729>0,05, Sistem

Pengendalian Intern (X3) memiliki nilai sig 0,509>0,05, Penerapan Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) memiliki nilai sig 0,733>0,05. Jadi

dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Analisis

regresi berganda dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara

Sistem Pelaporan (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), Sistem

Pengendalian Intern (X3), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

(X4) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). dalam

penelitian ini menggunakan SPSS Versi 26 sebagai berikut :

Tabel 4. 11 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1.228 1.867 .658 514
Sistem Pelaporan .629 .103 .609 6.112 .000
Kejelasan Sasaran -.233 .092 -.206 -2.539 .014

Anggaran
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Internal

Sistem Pengendalian 170 .083 .168 2.058 .045

Penerapan Sistem .289 .090 337 3.227 .002
Akuntansi Pemerintah

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Hasil dari uju regresi linear berganda kemudian dimasukkan dalam

persamaan berikut :
Y=za+B1lX1+B2X2+B3X3+P4X4+e
AKIP =1.228+ 0.629 X1 - 0.233 X2 + 0.170 X3 + 0.289 X4

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

a= Konstanta.

X1 = Sistem Pelaporan.

X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran.

X3 = Sistem Pengendalian Internal.

X4 = Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
B1, 52, B3, f4 = Koefisien Regresi.

€ = error.

Penjelasan :

a = nilai konstanta sebesar 1.288 memiliki arti jika variabel Sistem
Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern,
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diasumsikan sama
dengan nol, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
akan mengalami kenaikan sebesar 1.288 satuan.

B1 = nilai koefisien regresi pada variabel sistem pelaporan sebesar
0.629, artinya saat variabel sistem pelaporan meningkat sebesar satu
satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat
sebesar 0.629. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan
berpengaruh positif untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
B2 = nilai koefisien regresi pada variabel kejelasan sasaran anggaran
sebesar - 0.233, artinya ketika variabel sistem pelaporan meningkat
sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan

menurun sebesar - 0.233. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran

56



4.4.2

anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

B3 = nilai koefisien regresi pada variabel sistem pengendalian internal
sebesar 0.170, artinya ketika variabel sistem pengendalian internal
meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah akan meningkat sebesar 0.170. Hal ini menunjukkan bahwa
sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.

B4 = nilai koefisien regresi pada variabel penerapan sistem akuntansi
pemerintah sebesar 0.289, artinya ketika variabel sistem akuntansi
pemerintah meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja
0.289. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif

instansi  pemerintah akan meningkat sebesar

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ui T

Uji t untuk mengukur seberapa pengaruh variabel independen secara

individu mempengaruhi variabel dependen. Kriteria uji t adalah jika nilai

thitng > taber dan nilai signifikasi < 0,05, maka dapat dikatakan variabel

independen mempengaruhi variabel dependen atau di terima. Berikut

adalah cara menghitung teapel :

Ttabel

=t (a/2;n-5-1)

=t (0,05/2;54-5-1)
=1 (0,025;48)
=2.010

Tabel 4. 12 Hasil Koefisien

Coefficients?
Standardiz
Unstandardized ed
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 1.228 1.867 .658 514
Sistem Pelaporan .629 103 .609| 6.112 .000
Kejelasan Sasaran -.233 .092 -.206| -2.539 .014
Anggaran
Sistem 170 .083 .168| 2.058 .045
Pengendalian
Internal
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Penerapan Sistem .289 .090 337 3.227 .002
Akuntansi
Pemerintah

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

443

Berdasarkan hasil uji tabel 4.13 dapat diketahui bahwa ;

1)

2)

3)

4)

Uji F

Pada hasil uji variabel sistem pelaporan (X1) didapat nilai thitung
sebesar 6.112, dimana 6.112>2.010, dengan nilai sig 0.000<0.05.
Artinya variabel sistem pelaporan mempengaruhi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga
hipotesis diterima.

Pada hasil uji variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) didapat nilai
thiung Sebesar -2.539, dimana -2.539>2.010, dengan nilai sig
0.014<0.05. Artinya variabel kejelasan sasaran anggaran
mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara
signifikan. Namun dalam hal ini pengaruhnya adalah negatif.

Pada hasil uji variabel sistem pengendalian internal (X3) didapat
nilai thiung Sebesar 2.508, dimana 2.508>2.010, dengan nilai sig
0.045<0.05. Artinya variabel sistem pengendalian internal
mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara
positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima.

Pada hasil uji variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah
daerah (X4) didapat nilai thitung SEbESAr 3.227, dimana 3.227>2.010,
dengan nilai sig 0.002<0.05. Artinya variabel penerapan sistem
akuntansi pemerintah daerah mempengaruhi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis

diterima.

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel

dependen. Dalam uji F yang menjadi acuannya adalah nilai signifikansinya,

dimana nilai signifikansi jika < 0,05 dan nilia fhiung>faner. Maka dapat

diamambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel

independen mempengaruhi variabel dependen.

Berikut adalah cara mencari fapel :
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Ftabet =T (k;n‘k)
=f (4;54-4)
=1 (4;50)
= 2.56
Tabel 4. 13 Hasil Uji F
ANOVA?
Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.
1 Regressio 201.857 4 50.464| 46.305 .000°
n
Residual 53.402 49 1.090
Total 255.259 53

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah,
Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem
Pelaporan

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji f tabel 4.14 diatas didapatkan nilai fhiung 46.305,
dimana 46.305 > 2.56 dan nilai sig 0.000<0.05. Maka dapat diambil kesimpulan
bahwa variabel

dependen.

4.4.4 Uji Koefisien Determinan (R?)

independen secara bersama-sama mempengaruhi

variabel

Uji koefisien determinan digunakan untuk mengetahui seberapa

besar presentase pengaruh antara variabel independen pada variabel

dependen ditandai dengan nilai adjusted R-Square
Tabel 4. 14 Hasil Uji Determinan

Model Summary®

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

1

.889%

791

74

1.04395

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Kejelasan
Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024
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Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji R Square, nilai adjusted R Square
sebesar 0.774 atau 77,4%. Artinya pada variabel sistem pelaporan,
kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan penerapan
sistem akuntansi pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 77,4%. Sisanya 22,6%

berasal dari faktor-faktor lain.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan diperoleh variabel sistem
pelaporan (X1) didapat nilai thitung Sebesar 6.112, dimana 6.112>2.010, dengan
nilai sig 0.000<0.05. Artinya variabel sistem pelaporan mempengaruhi
akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga
hipotesis diterima.

Sistem pelaporan yang baik dari suatu instansi penerintah akan
menimbulkan dampak positif terhadap akuntabilitas kinerjanya. Sistem
pelaporan yang baik adalah laporan yang dibuat dengan jujur, transaparan,
objektif, dan harus sesuai dengan SAP. Sistem pelaporan yang baik diperlukan
untuk mengontrol kinerja manajerial dalam mengatur anggaran yang telah
ditetapkan dan rencana kerja yang telah dilakukan. Sistem pelaporan yang baik
akan menghasilkan output seperti laporan keuangan maupun kegiatan yang baik
sebagai alat koreksi. Dengan sistem pelaporan yang baik pemerintah bisa
mengetahui program-program ataupun capaian yang telah dilakukan, meninjau
dan menindaklanjuti apakah sudah sesuai dengan rencana guna meningkatkan
kinerja dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Stewardship theory menjelaskan
bahwa pemerintah lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada
individu, teori ini memperkirakan adanya hubungan kuat antara kesuksesan
organisasi dalam mencapai visi misi dan kepuasan publik. Dalam hal ini
pemerintah sebagai Steward yang berusaha mencapai tujuan organisasi, maka
dengan sistem pelaporan yang baik pemerintah membuktikan bahwa mereka
telah melakukan kegiatan dan melaporkan semua anggaran yang dilakukan

dengan baik. Adanya kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku, pelaksanaan
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sesuai dengan rencana strategis, berpedoman pada perjanjian kinerja dan
pengukuran sesuai indikator kinerja akan tercipta sistem pelaporan yang
akuntabel dan laporan yang baik. Masyarakat sebagai principal merasa puas
dengan kinerja pemerintah yang baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogi Isnhanto,
Suharno, Bambang Widarno (2019) yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran, Pendalian Akuntansi dan sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dalam hasil penelitiannya membuktikan sistem
pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di Kabupaten Sukoharjo. Dan penelitian oleh Evada Dewata, Yuliana
Sari, Hadi Jauhari, Tifani Dwi Lestari (2020) yang Ketaatan pada Peraturan
Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
menemukan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.6.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Pada hasil uji variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) didapat nilai
thitung SEDESAr -2.539, dimana -2.539>2.010, dengan nilai sig 0.014<0.05. Artinya
variabel kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah secara negatif.

Adanya kejelasan sasaran anggaran membuat akuntabilitas Kinerja
pemerintah menurun. hal ini terjadi karena masih ada sasaran anggaran yang
belum jelas dan belum tercapai seperti apa yang sudah direncanakan. Anggaran
yang diterima terkadang tidak sesuai dari dengan apa yang sudah direncanakan,
penempatan anggaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas mengakibatkan
instansi pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dalam mengalokasikan
anggaran. Pada akhir periode semua anggaran sudah harus terserap habis, namun
pada kenyataannya anggaran masih banyak yang tersisa. Akibatnya instansi
harus menyerap anggaran tidak sesuai dengan perncanaan dan tujuan anggaran
tersebut ditetapkan. Pemerintah daerah hanya berfokus yang terpenting anggaran
terserap semua, hal ini menjadikan laporan keuangan yang dibuat kurang
akuntabel. Padahal anggaran untuk mereka masih banyak yang belum tepat
sasaran. Pada kenyataannya masyarakat masih kekurangan dan belum puas atas

kinerja pemerintah daerah.
61



Kejelasan sasaran anggaran berkaitan dengan anggaran yang sudah
ditetapkan oleh pusat yang harus dialokasikan secara jelas. Sasaran anggaran
yang jelas dan spesifik akan mudah dimengerti oleh yang bertanggungjawab
menyusun dan melaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan yang akan dilakukan
pemerintah harus bisa diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian
arah organisasinya dimasa yang mendatang.

Stewardship theory dijelaskan bahwa pemerintah lebih mementingkan
organisasi daripada individu untuk mencapai tujuan organisasi dan kepuasan
publik. Dalam hal ini pemerintah belum bisa maksimal dalam merumuskan
anggarannya, sehingga yang sudah direncanakan belum bisa terlaksana dengan
baik. Karakteristik individu yang bermacam-macam dari suatu organisasi seperti
atasan yang ingin mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan,
namun para bawahan kurang konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ada pada
akhirnya menyebabakan anggaran tidak sesuai dengan tujuan awal.

Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Aprilianti, Wulan & Kurniawan (2020) dengan judul penelitian Pengaruh
Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh hasil bahwa
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif. Hal ini disebabkan karena
kurangnya koordinasi antara pegawai satu dengan yang lain serta masih kurang
jelasnya prioritas anggaran. Pada penelitian Kadek Fitria Dewi, Windana Putra,
dan Ida Bagus Putra Astika (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Penelitian oleh Cahyani Islamiah (2021) menemukan
bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas
Kinerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah tidak bergantung kepada
kejelasan sasaran yang telah dibuat bagian perencanaan anggaran. Sehingga
adanya kejelasan sasaran anggaran, tidak dapat mempermudah instansi untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi

dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.6.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Pada hasil uji variabel sistem pengendalian internal (X3) didapat nilai

thitung SEDESAr 2.508, dimana 2.508>2.010, dengan nilai sig 0.045<0.05. Artinya
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variabel sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas Kinerja
instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima.
Jadi semakin tinggi sistem pengendalian internalnya, maka semakin tinggi
akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang baik dan efisien
adalah salah satu kunci kesusksesan pelayanan operasional yang harus
diterapkan oleh pemerintah. Sistem ini sering disebut sistem pengendalian
internal pemerintah, sistem ini diharapkan dapat memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana
sesuai rencana dan tujuan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
diperlukan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengedalian internal
adalah proses integral yang dilakukan oleh pegawai untuk memberi keyakinan
yang cukup atas capaian kinerja yang dilakukan. Adanya sistem pengendalian
internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Sistem pengendalian internal membantu dalam proses pengendalian
yang dilakukan dalam suatu kerja instansi. Sistem pengendalian intern yang baik
akan menjadi indikasi bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah sudah dilakukan
dengan maskimal sesuai dengan ketentuan. Dalam penelitian ini apabila
dihubungkan dengan agency teory dimana masyarakat adalah principal dan
pemerintah sebagai agen. Masyarakat memberikan wewenang kepada
pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika sistem pengendalian
internalnya baik maka akan didapati laporan keuangan yang andal dan terpecaya.
Laporan keuangan yang baik membuktikan bahwa para pegawai pemerintah
daerah melakukan tugas dengan semestinya.

Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Dena Handayani, Nunuy
Nur Afiah, Ivan Yudianto (2020) ditemukan bahwa SPI berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan pada
penelitian Pandu Haryando dan Ratih Tri Andayani (2023) menemukan bahwa
Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan siginifikan terhadap

akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

4.6.4  Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Pada hasil uji variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah

(X4) didapat nilai thitung Sebesar 3.227, dimana 3.227>2.010, dengan nilai sig
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0.002<0.05. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan bahwa
penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan dan positif
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka Hipotesis diterima.
Semakin baik SKPD yang ada di Kabupaten Demak menerapkan sistem
akuntansi pemerintah sesuai ketentuan maka akan semakin baik akuntabilitas
Kinerja instansi pemerintahnya.

Dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada
SAP (Standar Akuntasi Pemerintah) jika para SKPD melakukan sesuai dengan
panduan dan aturan maka akan menghasilkan output yang baik. Unsur dalam
sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai tolok ukur pengujian dalam
penelitian ini adalah pencatatan, penggolongan dan pelaporan. Dimana jika
semua unsur tersebut dilakukan saat membuat laporan keuangan dan
pertanggungjawaban maka akan menghasilkan laporan yang baik. Tujuan dari
penerapan sistem akuntansi pemrintah ini agar semua SKPD tertib dalam
administrasi dan pelaporan keuangannya. Penerapan sistem akuntasni
pemerintah daerah juga untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan
seperti korupsi. Adanya sistema kuntansi pemerintah juga memungkinkan
adanya kegiatan akuntansi yang selaras anatara satu instansi satu dan lainnya,
hal ini memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan laporan
akuntabilitas kinerja instansi daerah.

Dalam agency teory dijelaskan adanya pihak agen dan principal dimana
terjadi asimetri informasi. Pemerintah sebagai agen memiliki informasi yang
lebih banyak mengenai sumberdaya yang ada. Principal dalam hal ini adalah
masyarakat yang ingin mendapatkan informasi atas semua aktivitas dan tujuan
yang sudah diberikan kepada pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab
memberikan informasi keuangan yang jelas, akurat relevan, dan tepat waktu.
Dengan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP
akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, jelas, relevan, akurat, dan tepat
waktu. Masyarakat sebagai principal akan merasa bahwa pemerintah telah
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang ada. Sehingga dapat menjadi
gambaran bahwa kinerja pemerindah daerah sudah akuntabel.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina
Karima, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti (2021) menemukan bahwa secara
parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh

positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.Sistem
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akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan akan
menimbulkan hasil yang sesuai dan baik, maka dari itu akuntabilitas kinerjanya
juga akan baik. Lalu pada penelitian oleh Winda Muslimahi, Taufeni Taufik dan
Rusli (2023) menemukan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas kinejra instansi pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh anatar Sistem

Pelaporan (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3),

dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (). Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan :

1.

Sistem Pelaporan (X1) didapatkan hasil nilai thiung Sebesar 6.112, dimana 6.112<2.010,
dengan nilai sig 0.000<0.05. Artinya variabel sistem pelaporan mempengaruhi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga
hipotesis diterima. Semakin tinggi sistem pelaporan, maka semakin tinggi pula
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) didapatkan hasil nilai thitung Sebesar -2.539, dimana
-2.539>2.010, dengan nilai sig 0.014<0.05. Artinya variabel kejelasan sasaran
anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara negatif dan
signifikan, maka hipotesis ditolak. Semakin tinggi kejelasan sasaran maka semakin
menurun Akuntabilitas kinerjanya.

Sistem Pengendalian Internal (X3) didapatkan hasil nilai thiung Sebesar 2.508, dimana
2.508>2.010, dengan nilai sig 0.045<0.05. Artinya variabel sistem pengendalian
internal mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dan
signifikan. Sehingga hipotesis diterima. Semakin tinggi sistem pengendalian internal,
maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) didapatkan hasil nilai thitung
sebesar 3.227, dimana 3.227>2.010, dengan nilai sig 0.002<0.05. Artinya variabel
penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah mempengaruhi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima.
Semakin tinggi penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, maka semakin tinggi
pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada uji anova atau uji f didapatkan hasil bahwa sistem pelaporan, kejelasan sasaran
anggaran, sistem pengendalian internal, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah

daerah secara bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
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5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari banyak keterbatasan dalam penelitiannya, berikut adalah

keterbatasan dalam penelitian ini :

1.

5.3 Saran

Objek yang dijadikan penelitian ini adalah satuan dinas Kabupaten Demak. SKPD
di Kabupaten Demak ada 42, namun peneliti hanya mengmbil 18 SKPD saja yang
berbentuk dinas. Kemungkinan jika penelitian dilakukan di semua SKPD akan
memperoleh hasil yang lebih maksimal.

Peneliti tidak bisa memastikan apakah responden mengisi kuesioner dengan
sebenar-benarnya, mengingat bahwa kuesioner ditinggal dan peneliti tidak
mendampingi saat pengisian.

Adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang dibutuhkan saat penelitian. Beberapa
SKPD meminta waktu 1 minggu bahkan ada yang 2 minggu. Masuknya ijin
penelitian pada beberapa SKPD sedikit terkendala.

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih

terdapat kekurangan. Peneliti sedikit memberi saran bagi penelitian selanjutnya agar

didapatkan hasil yang lebih maksimal, antara lain :

1.

Penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD yang berbentuk Dinas saja. Oleh karena
itu mungkin penelitian selajutnya diharapkan bisa mencakup semua SKPD pada
daerah tertentu.

Penelitian ini hanya menggunakan 54 responden, mungkin pada penelitian
selanjutnya dapat mendapatkan responden yang lebih banyak.

Diharapkan untuk semua SKPD di Kabupaten Demak untuk selalu meningkatkan
sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan
penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang lebih baik lagi untuk

kedepannya.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kuesioner

A. ldentitas Responden

Untuk validitas jawaban kuesioner dan analisis data. Maka dengan ini kami membutuhkan

jawaban bapak/ibu/saudara/l sebagai responden. Dimohon untuk bersedia mengisi identitas

berikut ini :
1. Nama (Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin DLakl -laki D Perempuan
3. Usia Tahun
4. Jabatan P
5. SKPD
6. Pendidikan Terakhir Dos (Jsws2 () s3
7. Masa Kerja : (J<1Tahun(__J1-3 Tahun (__J>3Tahun

B. Petunjuk pengisian kuesioner

1.

Mohon dengan hormat, bantuan dan kesediannya Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh

pernyataan/pertanyaan dalam kuesioner ini.

Tidak ada pernyataan benar atau salah. Bapak/Ibu mungkin saja setuju atau tidak dengan
pernyataan dibawabh ini. Dalam hal ini saya ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/lbu setuju

atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut.
Mohon memberi tanda check list (\) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai.
Tiap pertanyaan hanya diperkenankan ada satu jawaban.

Terdapat 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu:
1. STS: Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
2. TS : Tidak Setuju (Skor 2)
3. S: Setuju (Skor 3)
4. SS: Sangat Setuju (Skor 4)
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C. Daftar Pernyataan
1) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (YY)

NO | Pernyataan STS|TS |S SS
1 2 3 4
Perencanaan Kinerja
1 Renstra menjadi acuan dalam perencanaan penyusunan
program
Pengukuran kinerja
2 Pengukuran kinerja menggunakan indikator Kkinerja
pemerintah daerah.
Pelaporan kinerja
3 Pelaporan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran
pemerintah daerah.
Evaluasi internal
4 | AKIP sebagai bahan pertimbangan merencanakan program.
Capaian kinerja
5 Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan secara
konsisten
6 Target dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
Sumber : Frika Dinasari (2021)
2) Sistem Pelaporan (X1)
No | Pernyataan STS|TS|S | SS
1 2 |3 |4

Kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku

1

Pelaporan Kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan
prosedur.

Rencana strategis

2

Renstra merupakan acuan dari program kegiatan.

Perjanjian kinerja

3

Mencantumkan Perjanjian Kinerja, target Kkinerja dan
Indikator Kkinerja utama di dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Pengukuran kinerja

4

Pengukuran Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan
Indikator Kinerja.

Pengelolaan data kinerja

5

Pengelolaan Data Kinerja telah dilaksanakan dengan baik.
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Pelaporan kinerja

6

Laporan Kinerja Pemerintah juga bisa dilihat berdasarkan
prestasi kinerja

Sumber : Edipson Bayer Silalahi (2017)

3) Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

NO | Pernyataan STS|TS |S SS
1 2 3 4
Pusat Pertanggungjawaban
1 Pada Instansi tempat saya bekerja, anggaran disusun oleh
masing-masing pusat pertangungjawaban.
Perencanaan
2 Pada instansi tempat saya bekerja, anggaran yang disusun
dapat membantu perencanaan kegiatan.
Bidang Kegiatan
3 Pada Instansi tempat saya bekerja anggaran yang disusun
dapat digunakan untuk memonitor Kkinerja pusat
pertanggungjawaban.
Prioritas dan Realisasi Anggaran
4 Pada Instansi tempat saya bekerja, dalam menetapkan
anggaran telah mempertimbangkan skala prioritasnya.
5 Pada Instansi tempat saya bekerja, jumlah anggaran yang
disusun sama dengan jumlah anggaran yang direalisasikan.
Sumber : Frika Dinasari (2021)
4) Sistem Pengendalian Internal (X3)
NO | Pernyataan STS|TS |S SS
1 2 3 4
Lingkungan Pengendalian
1 Pimpinan selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan
akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus
melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern.
Penilaian Resiko
2 Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan
menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran
terhadap sistem akuntansi.
3 Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau
mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan
prosedur akuntansi.
Kegiatan Pengendalian
4 Pemimpin dan seluruh pegawai memahami tujuan dari
kegiatan pengendalian.
Informasi dan Komunikasi
5 Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran
komunikasi telah dilaksanakan secara efektif.
Pemantauan
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6 SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu
maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat.

7 Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang
menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.

Sumber : Ni Made Sudiarianti (2015)

5) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4)

NO | Pernyataan STS|TS | S SS
1 2 3 4

Pencatatan

1 Sistem akuntansi keuangan yang diterapkan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan.

2 Semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara
kronologis disertai dengan bukti transaksi.

Penggolongan

3 Mengimplementasikan empat prosedur dalam penyusunan
laporan keuangan yaitu penerimaan dan pengeluaran kas,
akuntansi aset dan selain aset.

4 Saya mencatat bukti transaksi dan
menggolongkannya ke dalam buku jurnal umum, buku
jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku
besar, dan buku besar pembantu sebagai dokumen
penjurnalan dan meringkas transaksi keuangan

Pelaporan

5 Instansi tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

6 Penyusunan laporan keuangan dan dilaporkan secara
periodic.

Sumber : Rosiana (2021)
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Lampiran 1. 2 Surat izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
“-ﬂ FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
| J\. Prof. Dr. Hamka Kampus |l Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id — Email: febi @walisongo.ac.id

WALISONGO

Nomor : 4436 /Un.10.5/D1/TA.00.01/12/2023 13 Desember 2023
Hal : Izin Riset / Penelitian

Lamp. :-

Yth.

Kepala Dinas Perpustakaan
Dan Kearsipan Kab. Demak
Cq. Kepala Bagian Tata Usaha
di Demak

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi
untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / |bu
memberikan izin riset / penelitian kepada :

Nama : TSANIA NAFIZA AZZAHRANI

NIM : 2005046096

Semester : VI (2023/2024)

Prodi : S.1 Akuntansi Syariah

Alamat Peneliti ¢ Krajan Kidul RT 06 RW 04 Banyumeneng Mranggen
Demak

Tujuan Penelitian : Mencari Data dan Informasi Guna Menyelesaikan Tugas
Akhir / Skripsi

Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN

SASARAN ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, DAN PENGARUH PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA SKPD
KABUPATEN DEMAK)

Tanggal Pelaksanaan : 14 Desember 2023 — 13 Januari 2024

Lokasi Penelitian : DINPEPUSAR (Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan)
Kabupaten Demak

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas
perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)
























Lampiran 1. 3 Bersama Responden

IS NGRDNGAN TDOP

KABUPATEN DEMAK
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Lampiran 1. 4 Tabulasi Data Penelitian

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ()

TotalY

24
24
18
18
18
21

21

18
21

21

24
21

23
23
24
21

21

20
24
23
18
18
18
24
23
20
20
24
19
20
22
23
21

24
18
24
18
20
23
20
19
24

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

No

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

90



20
24
24
23
22
18
24
22
22
23
20
20

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54

Sistem Pelaporan (X1)

TotalX1

24
23
19
20
19
21

22
18
22
22
23
22
23
20
22
20
21

20
24
21

19
18
18
23
23
19
20
24
20
23

X1.6

X1.5

X1.4

X1.3

X1.2

X1.1

No

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
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24
24
18
24
18
24
18
20
24
22
18
24
23
24
24
21

21

18
22
23
23
23
19
20

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54

Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

TotalX2

18
18
15
15
16
16
16
15
14
16
19
17
16
13
18
14
15

X2.5

X2.4

X2.3

X2.2

X2.1

No

10
11
12
13

14
15
16
17
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16
17
15
14
14
16
15
19
18
18
20
18
19
20
20
16
17
14
19
15
19
19
19
14
18
17
16
14
17
15
16
16
16
20
20
16
18

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54

Sistem Pengendalian Internal (X3)

TotalX3

26
27
24
21

X3.7

X3.6

X3.5

X3.4

X3.3

X3.2

X3.1

No
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23
27
28
21

24
25
27
26
26
27
28
24
26
22
26
25
23
25
21

26
27
27
23
27
23
26
27
25
22
28
22
23
21

25

26
26
26
28
24
28
21

27
25
23
27
25

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
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24
27
27
22

51

52
53
54

Penerapan Sistem akuntansi Pemerintah Daerah (X4)

TotalX4

24
24
18
18
18
21

23
18
18
18
24
24
24
22
24
21

21

18
23
22
18
18
18
24
24
19
24
24
23
23
24
24
18
24
18
24
18

X4.6

X4.5

X4.4

X4.3

Xa.2

Xa.1

No

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37

95



22
24
23
23
24
18
24
23
23
23
19
24
24
24
24
19
24

38
39
40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
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Lampiran 1. 5 Hasil Pengujuan

1. Hasil Uji Validitas
e Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Correlations
Akuntabilitas

Kinerja
Instansi
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Pemerintah
Y1 Pearson 1 4217 505™ 507 429" .320" 720"
Correlation *
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .001 .018 .000
N 54 54 54 54 54 54 54
Y2 Pearson 421" 1 .696™ .481" .465" .433™ .790™
Correlation *
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .001 .000
N 54 54 54 54 54 54 54
Y3 Pearson .505™ .696™ 1 .303" .394" .209 .703™
Correlation -
Sig. (2-tailed) .000 .000 .026 .003 .129 .000
N 54 54 54 54 54 54 54
Y4 Pearson 507" 4817 .303" 1 457" 331" 695
Correlation *
Sig. (2-tailed) .000 .000 .026 .001 .014 .000
N 54 54 54 54 54 54 54
Y5 Pearson 429" 465" .394™ 4577 1 812" .806™
Correlation
Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .001 .000 .000
N 54 54 54 54 54 54 54
Y6 Pearson .320" 433" 209 .331" .812" 1 .705™
Correlation *
Sig. (2-tailed) .018 .001 129 .014 .000 .000
N 54 54 54 54 54 54 54
Akuntabilitas  Pearson 720" .790™ 703" .695™ .806° .705™ 1
Kinerja Correlation -
Instansi Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
Pemerintah N 54 54 54 54 54 54 54

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Sistem Pelaporan

Correlations

Sistem
X1.1 X12 X13 X14 X15 X1.6 Pelaporan

X1.1 Pearson 1 .332" .465™ .484™ 524™ 586™ 793"

Correlation

Sig. (2-tailed) .014 .000 .000 .000 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54
X1.2 Pearson .332° 1 .503"  .300" 259 317" 631"

Correlation

Sig. (2-tailed) 014 .000 .027 .059 .019 .000

N 54 54 54 54 54 54 54
X1.3 Pearson 465™ 503" 1 .318" 294" 511" 722"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .019 .031 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54
X14 Pearson 484 300"  .318" 1 191 4257 636"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .027 .019 167 .001 .000

N 54 54 54 54 54 54 54
X1.5 Pearson 524™* 259 294" 191 1 .630™ .680™"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .059 .031 167 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54
X1.6 Pearson 586" 317" 511" 425" 630" 1 813"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .019 .000 .001 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54
Sistem Pearson 7937 631" 722" 636" .680™ .813" 1
Pelaporan Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Kejelasan Sasaran Anggaran

Correlations

Kejelasan
Sasaran
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Anggaran
X2.1 Pearson Correlation 1 .062 166 .302" 203 508"
Sig. (2-tailed) 658 230  .026  .142 .000
N 54 54 54 54 54 54
X2.2 Pearson Correlation .062 1 .396™  .301" 144 558"
Sig. (2-tailed) 658 003  .027  .300 .000
N 54 54 54 54 54 54
X2.3 Pearson Correlation 166 .396™ 1 135 .393™ .666™
Sig. (2-tailed) 230  .003 329 003 .000
N 54 54 54 54 54 54
X2.4 Pearson Correlation 302" .301° 135 1 .278 .644™
Sig. (2-tailed) 026 .027  .329 041 .000
N 54 54 54 54 54 54
X2.5 Pearson Correlation .203 144 393" 278" 1 .726™
Sig. (2-tailed) 142 300 .003  .041 .000
N 54 54 54 54 54 54
Kejelasan Pearson Correlation 508" 558 666"  .644™  .726™ 1
Sasaran Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
Anggaran N 54 54 54 54 54 54

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Sistem Pengendalian Internal

Correlations

Sistem
Pengenda
lian

X31 X32 X33 X34 X35 X3.6 X3.7 Internal

X3.1 Pearson 1 .53 179 .163 .365™ .285° .098 519™
Correlation

Sig. (2-tailed) 268 194 240 .007 .037 .480 .000

N 54 54 54 54 54 54 54 54

X3.2 Pearson 153 1 .384™ 318" .260 .153 .346" 622"
Correlation

Sig. (2-tailed) .268 004 019 .058 .268 .010 .000

N 54 54 54 54 54 54 54 54

X3.3 Pearson 179 .384™ 1 .337" 305" .035 .126 570"
Correlation

Sig. (2-tailed) 194 .004 013 .025 .803 .366 .000

N 54 54 54 54 54 54 54 54

X34 Pearson 163 .318" .337" 1 .445™ 528" 257 725
Correlation

Sig. (2-tailed) 240 .019 .013 .001 .000 .061 .000

N 54 54 54 54 54 54 54 54

X35 Pearson 365" .260 .305" .445™ 1 .442™ 136 693"
Correlation

Sig. (2-tailed) 007 .058 .025 .001 .001 .326 .000

N 54 54 54 54 54 54 54 54

X3.6 Pearson .285° 153 .035 .528™ .442™ 1 .098 591"
Correlation

Sig. (2-tailed) 037 268 .803 .000 .001 480 .000

N 54 54 54 54 54 54 54 54

X3.7 Pearson 098 346" 126 .257 .136 .098 1 500"
Correlation

Sig. (2-tailed) 480 010 .366 .061 .326 .480 .000

N 54 54 54 54 54 54 54 54

Sistem Pearson 519" 622" 570™ .725™ .693™ .591™ .500™ 1
Pengendalian  Correlation

Internal Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 54 54 54 54 54 54 54 54

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



e Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

Correlations

Penerapan
Sistem

Akuntansi

X4.1 X4.2 X4.3 X44  X45 X4.6  Pemerintah

X4.1 Pearson 1 .800™ .566™ .613™ 597" 759" .824™
Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54

X4.2 Pearson .800™ 1 .687" .810™ .713" 877" 929"
Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54

X4.3 Pearson 566" .687" 1 .710™ 5777 734" .816™
Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54

X4.4 Pearson 613" .810™ .710™ 1 .773" 853" .905™
Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54

X4.5 Pearson 597 713" 577 7737 1 .750™ 837"
Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54

X4.6 Pearson 759" 877 734 853" 750" 1 946"
Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 54 54 54 54 54 54 54

Penerapan Sistem Pearson .824™ 929" 816 .905™ .837" .946™ 1
Akuntansi Correlation

Pemerintah Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 54 54 54 54 54 54 54

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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2. Uji Reliabilitas
o Akauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
831 6

e Sistem Pelaporan

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items

.806 6

e Kejelasan Sasaran Anggaran

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.605 5

e SPI

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
707 7

e Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
939 6
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3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize

d Residual
N 54
Normal Parameters®? Mean .0000000
Std. Deviation 1.00378418
Most Extreme Absolute .060
Differences Positive .057
Negative -.060
Test Statistic .060
Asymp. Sig. (2-tailed) .200¢

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1.0

Expected Cum Prob

li] 02 0.4 06 0.8 10

Observed Cum Prob
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4. Uji Multikolinearitas

Coefficients?

Unstandardized Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig.  Tolerance VIF
1 (Constant) 1.228 1.867 .658 514
Sistem Pelaporan .629 103 .609 6.112 .000 429 2.329
Kejelasan -.233 .092 -206 -2.539 .014 649 1.540
Sasaran
Anggaran
Sistem 170 .083 168 2.058 .045 641 1.560
Pengendalian
Internal
Penerapan .289 .090 337 3.227  .002 391 2.557
Sistem Akuntansi
Pemerintah

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot
Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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Coefficients?
Unstandardized

Standardized

Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 574 1.163 494 .624
Sistem Pelaporan -.066 .064 -.222 -1.030 .308
Kejelasan Sasaran .020 .057 .061 .348 729
Anggaran
Sistem .034 .052 117 .665 .509
Pengendalian
Internal
Penerapan Sistem .019 .056 077 .343 733
Akuntansi
Pemerintah

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL

6. Uji Anova (F)

ANOVA?
Sum of

Model Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 201.857 4 50.464  46.305 .000°
Residual 53.402 49 1.090
Total 255.259 53

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran

Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan

7. UjiT

Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1  (Constant) 1.228 1.867 .658 514
Sistem Pelaporan .629 103 609  6.112 .000
Kejelasan Sasaran -.233 .092 -206 -2.539 .014
Anggaran
Sistem Pengendalian 170 .083 168  2.058 .045
Internal
Penerapan Sistem .289 .090 337 3.227 .002

Akuntansi Pemerintah

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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8. Uji Koefisien Determinan (R?)

Model Summary®
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate

1 .8892 791 174 1.04395

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi
Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian
Internal, Sistem Pelaporan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

9. Uji regresi Linear Berganda

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1  (Constant) 1.228 1.867 .658 514
Sistem Pelaporan .629 103 .609 6.112 .000
Kejelasan Sasaran -.233 .092 -.206 -2.539 .014
Anggaran
Sistem Pengendalian 170 .083 .168 2.058 .045
Internal
Penerapan Sistem .289 .090 337 3.227 .002

Akuntansi Pemerintah

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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